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ABSTRAK 

 

ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT  

DALAM SISTEM PERADILAN BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT 

 

 

Oleh: 

 

NIXON EDGAR HALOMOAN SINAMBELA 

 

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum memiliki 

kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya, dan bekerjasama dalam 

menjamin tegaknya keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat, dan tidak terlepas dari pengawasan baik oleh organisasi yang 

mewadahi. Namun masih terdapat oknum Advokat dalam menjalankan tugas 

profesinya yang tidak menerapkan kode etik yang menjadi pedoman berperilaku 

dalam pelaksanaan profesinya. Permasalahan yang diangkat dalam hal ini ialah, 

bagaimana peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam penegakan kode 

etik Advokat, serta mekanisme penegakan kode etik dan penerapan sanksi terhadap 

advokat yang melakukan pelanggaran etika profesi berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan jenis penelitian 

deskriptif yang didukung oleh pendekatan wawancara, dan juga data yang meliputi 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelitian 

ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menelaah 

regulasi dalam UU Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tahun 2002 

sebagai instrumen hukum utama dalam mengatur perilaku profesional advokat. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Kehormatan, baik di 

tingkat Daerah maupun Pusat, merupakan manifestasi krusial dari prinsip officium 

nobile. Penegakan kode etik dilakukan melalui mekanisme yang komprehensif, 

mulai dari tahap pengaduan, pemeriksaan oleh majelis netral, hingga proses 

persidangan tertutup yang menjamin hak jawab teradu. Sanksi yang diterapkan 

bersifat bertingkat dan progresif, meliputi teguran lisan, peringatan tertulis,  

skorsing (3-12 bulan), hingga pemecatan permanen serta rekomendasi pencabutan 

izin praktik oleh Mahkamah Agung untuk pelanggaran berat. Putusan Majelis 

Kehormatan Pusat bersifat final dan mengikat, yang wajib dilaksanakan oleh 

Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Advokat demi menjamin efektivitas 

penegakan etika profesi di Indonesia. 

Kata Kunci: Advokat, Dewan Kehormatan, Kode Etik. 



 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF ADVOCATE CODE OF ETHICS VIOLATIONS  

IN THE JUDICIAL SYSTEM  

BASED ON LAW NUMBER 18 OF 2003 CONCERNING ADVOCATES 

 

By: 

 

NIXON EDGAR HALOMOAN SINAMBELA 

 

In performing their professional duties as law enforcement officers, Advocates hold 

a status equal to other law enforcement authorities and work cooperatively to 

ensure the upholding of justice based on Law Number 18 of 2003 concerning 

Advocates. Furthermore, they remain under the supervision of their respective 

professional organizations. However, there are still rogue advocates who, in the 

course of their professional duties, fail to apply the code of ethics that serves as the 

behavioral guideline for their practice. The problems addressed in this study are 

the role of the Advocate Organization’s Honorary Board in enforcing the code of 

ethics, as well as the enforcement mechanisms and the application of sanctions 

against advocates who commit professional ethical violations based on Law 

Number 18 of 2003. 

 

This study employs a normative research method with a descriptive approach, 

supported by interviews. The data comprises primary, secondary, and tertiary legal 

materials, analyzed using qualitative data analysis. The analysis was conducted by 

examining the regulations within the Advocate Law and the 2002 Indonesian 

Advocate Code of Ethics (KEAI) as the primary legal instruments governing the 

professional conduct of advocates. 

 

The results indicate that the existence of the Honorary Council, at both Regional 

and Central levels, is a crucial manifestation of the officium nobile principle. The 

enforcement of the code of ethics is carried out through a comprehensive 

mechanism, ranging from the complaint stage and examination by a neutral 

assembly to closed-session trials that guarantee the respondent's right of reply. The 

applied sanctions are graduated and progressive, including verbal warnings, 

written warnings, suspensions (3–12 months), and permanent dismissal, along with 

recommendations for the revocation of practice licenses by the Supreme Court for 

severe violations. The decision of the Central Honorary Council is final and 

binding, which must be executed by the National Board of the Advocate 

Organization to ensure the effectiveness of professional ethics enforcement in 

Indonesia. 

Keywords: Advocate, Honorary Council, Code of Ethics. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Hal ini 

seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945, khususnya pada Pasal 1 ayat 3. Pasal ini berprinsip bahwa negara Indonesia 

adalah negara hukum mengharuskan adanya jaminan serta kesetaraan bagi setiap 

individu di depan hukum, di mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hukum merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga di dalam masyarakat 

selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum. Hukum berupaya 

menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat induvidu yang 

egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Oleh karena itu, secara 

hakiki hukum harus pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.1 

Profesi yang bergerak di bidang hukum yaitu hakim, jaksa, advokat, notaris dan 

berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. 

Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum dibidangnya masing-masing. 

Oleh karena itu, tugas pokok profesinya memberikan pelayanan umum kepada 

masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap 

profesional hukum dituntut untuk memiliki nilai moral yang kuat. Kelompok 

profesi hukum memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya 

dalam menjalankan tugasnya, norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk 

tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk 

realisasi etika profesi hukum yang wajib

                                                      
 1 Tyìur Rìegginaì Dìewaìnti daìn Kaìyìus Kaìyìuwoaìn Lìewolìebaì, “Anaìlisis Pìelaìnggaìraìn Kodìe Etik 

Advokaìt Tìerhaìdaìp Pìenaìngaìnaìn Pìerkaìraì Kliìen Daìlaìm Kaìsìus Advokaìt Biy Paìlìembaìng”, Mìediaì 

Hìukìum Indonìesiaì, Vol.3 No. 3, hlm 381-389. 



2  

 

ditaati oleh setiap professional hukum yang bersangkutan, misalnya kode etik 

advokat, kode etik notaris, kode etik hakim, kode etik jaksa, kode etik dosen.2 

Profesi advokat merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan hukum di 

Indonesia. Sebagai penegak hukum yang mandiri, advokat memiliki tanggung 

jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada klien dalam berbagai jenis bahwa 

perkara, baik pidana, perdata, maupun administratif. Dalam konteks ini, advokat 

berperan sebagai penegak keadilan, melindungi hak-hak klien, dan memastikan 

hukum ditegakkan secara adil dan merata. Berdasarkan UU Advokat (selanjutnya 

disebut sebagai UU Advokat), advokat memiliki hak dan kewajiban untuk membela 

kepentingan hukum kliennya tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun. 

Hal ini menegaskan pentingnya independensi dalam profesi hukum, di mana 

advokat harus mampu bertindak berdasarkan prinsip keadilan dan etika profesi. 

Tanggung jawab ini membuat pengacara tidak hanya bertanggung jawab kepada 

klien, tetapi juga kepada masyarakat dan hukum itu sendiri. 

Advokat berperan dalam edukasi hukum, membantu masyarakat memahami hak-

hak mereka, serta memberikan informasi tentang proses hukum yang mungkin 

mereka hadapi. Hal ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan 

mengurangi ketidakpahaman yang sering menjadi penyebab konflik. Advokat juga 

memiliki peran untuk isu-isu sosial yang lebih luas, seperti hak asasi manusia, 

keadilan lingkungan, dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang 

mampu. Sebagai profesi yang berdampak besar dalam masyarakat, advokat 

diharapkan berpegang pada kode etik yang berlaku. 3 

Profesi advokat di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kode etik bersama yang 

disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia. Kode etik ini ditetapkan pada tanggal 

23 Mei 2002 di antaranya oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Ikatan Advokat 

Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan 

Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia 

                                                      
 2 Abdìulkaìdir Mìuhaìmmaìd, Etikaì Profìesi Hìukìum (Baìndìung: Citraì Adityaì Baìkti, 

2006), hlm. 64-67. 

 3 Eizìelìunaì,dkk, “Etikaì Profìesi Hìukìum: Mìengìungkaìp Pìelaìnggaìraìn Kodìe Etik daìlaìm Kaìsìus 

Sìuaìp Pìengaìcaìraì”, Jìurnaìl Hìukìum, Pìendidikaìn daìn Sosiaìl Hìumaìnioraì, Vol.1, No. 6, hlm. 98-116. 



3  

 

(AKHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Konsultan Hukum 

Pasar Modal (HKHPM). Kode etik advokat Indonesia mengatur berbagai aspek 

perilaku profesional advokat, termasuk integritas, independensi, dan kerahasiaan. 

Kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa pengacara menjalankan tugasnya 

dengan cara yang tidak hanya memenuhi kepentingan klien, tetapi juga menjaga 

reputasi profesi dan sistem peradilan secara keseluruhan.4 

UU Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi 

advokat oleh organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi 

advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan 

ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (selanjutnya disebut 

Dewan Kehormatan), berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya 

kepada advokat dan organisasi advokat. Ketentuan UU Advokat memberikan 

petunjuk kepada para advokat agar menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan 

keadilan dan penegakan hukum. Sumpah atau ikrar yang diucapkan advokat 

sebelum bertindak merupakan cara yang paling sederhana untuk mengidentifikasi 

hal ini. Pada hakikatnya, sumpah ini merupakan janji yang diucapkan kepada 

Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat oleh seseorang yang ingin menekuni karir di 

bidang hukum. 

Kode etik advokat meliputi etika kepribadian advokat, etika melakukan tugas 

jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesame rekan advokat, dan 

etika pengawasan terhadap advokat. Seorang advokat dituntut untuk ikut serta dalam 

penegakan hukum di Indonesia, bahkan kode etik dan UU Advokat memberikan 

kebebasan baginya untuk mengembangkan kemampuannya sebagai advokat. 

Adanya eksistensi kode etik profesi dinilai begitu penting untuk menjaga agar para advokat 

tetap berpraktik atau pada acara-acara yang tidak menyimpang dari nilai-nilai profesi. Kode 

etik juga penting untuk memastikan bahwa pengacara melayani kepentingan publik dan 

menjaga kepercayaan yang diberikan oleh publik kepada publik.5 

                                                      
 4 Lìeo Naìrdo, “Pìertaìnggìungjaìwaìbaìn Kodìe Etik Advokaìt Tìerhaìdaìp Pìelaìnggaìraìn Yaìng 

Dilaìkìukaìn Olìeh Advokaìt”, Jìurnaìl Ilmiaìh Pìustaìkaì, Vol.11, No. 1, hlm. 143-150. 

 5 Anwaìr Haìfidzi, “Eksistìensi Advokaìt Sìebaìgaìi Profìesi Tìerhormaìt (Officiìum Nobilìe) Daìlaìm 

Sistìem Nìegaìraì Hìukìum Di Indonìesiaì”, Khaìzaìnaìh Jìurnaìl Stìudi Islaìm daìn Hìumaìnioraì, Vol.13 No. 1, 

hlm. 3-25. 
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UU Advokat dan kode etik profesi advokat keduanya mengatur proses terhadap 

advokat. Kode etik advokat merupakan hal yang penting karena berfungsi sebagai 

landasan atau aturan saat menjalankan kewajiban profesional mereka untuk 

melindungi kepentingan kliennya baik di dalam maupun diluar pengadilan. 

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai 

kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan 

keadilan. Advokat memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya 

wadah untuk mengembangkan kemampuannya sebagai advokat, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu “Organisasi Advokat 

merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang 

dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.” Dengan demikian profesi advokat 

memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum baik 

pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi 

advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, 

jaksa, dan polisi. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan kode etik, salah satunya 

terletak pada materi pokok kode etik advokat. Kode etik advokat merupakan 

seperangkat norma dan aturan moral yang harus diikuti dan ditaati oleh advokat 

dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pedoman mengenai etika 

profesional, integritas, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi 

oleh setiap advokat. Dengan demikian, profesi advokat memiliki kedudukan yang 

dihormati dan diakui dalam sistem peradilan.4 Dalam menjalankan tugasnya, 

advokat diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, 

integritas, serta berperan sebagai penegak hukum yang memberikan pelayanan 

hukum yang berkualitas bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit 

advokat yang ditemukan melakukan pelannggaran kode etik di dalam persidangan. 

Terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh 

Dewan Kehormatan. Dalam ketentuan Pasal 10 Kode Etik Advokat, Dewan 

Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik 

yang dilakukan oleh Advokat 
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Salah satu kasus pelanggaran kode etik advokat yang menyita perhatian publik ialah 

pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat Firdaus Oiwobo. Firdaus yang 

dikenal sebagai advokat dan figur publik karena sering tampil media melakukan 

tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan sikap profesional sebagai advokat, 

baik melalui pernyataan-pernyataan kontroversial di ruang publik maupun 

perilakunya yang dianggap tidak sesuai dengan martabat dari profesi hukum itu 

sendiri. Insiden pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firdaus Oiwobo sebagai 

advokat mendapat perhatian publik. Pada 6 Februari 2025, insiden terjadi pada saat 

persidangan kasus pencemaran nama baik antara Razman Arif Nasution dengan 

Hotman Paris Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam kasus ini Firdaus 

Oiwobo merupakan kuasa hukum dari Razman Arif Nasution. Sidang antara 

Razman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea berlangsung panas sejak awal. 

Razman, yang menjadi terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik, meminta 

agar sidang digelar secara terbuka. Namun permintaan tersebut ditolak oleh majelis 

hakim, karena terdapat bukti-bukti berupa foto-foto yang dianggap mengandung 

unsur kesusilaan.  

Firdaus selaku kuasa hukum dari Razman Arif Nasution diketahui naik ke atas meja 

dan melompat-lompat saat situasi persidangan sedang memanas. Hal ini menjadi 

sorotan publik, karena Firdaus sebagai kuasa hukum saat itu tidak mencerminkan 

profesionalitas dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai advokat dalam 

persidangan. Firdaus dinilai telah melanggar kode etik advokat dengan perilakunya 

yang dianggap merendahkan persidangan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 

tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul: “Analisis Pelanggaran Kode 

Etik Advokat Dalam Sistem Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2003 Tentang Advokat 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang diteliti oleh penulis 

yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam penegakan 

kode etik advokat? 

2. Bagaimanakah mekanisme penegakan kode etik dan penerapan sanksi terhadap 

advokat yang melakukan pelanggaran etika profesi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat? 

1.3 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penelitian ini berada pada lingkup pembahasan dan ilmu 

hukum. Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini mengenai etik advokat 

dalam menjalankan tugas profesinya di dalam sistem peradilan. Sedangkan pada 

ruang lingkup bidang ilmu hukum, ialah etika profesi hukum, khususnya advokat 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan menjadi tujuan 

penulisan penelitian sebagai berikut: 

1. Menganalisis peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam penegakan 

kode etik advokat. 

2. Menganalisis mekanisme penegakan kode etik dan penerapan sanksi terhadap 

advokat yang melakukan pelanggaran etika profesi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

1.5 Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini terdiri dari 

kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis berupa sebagai berikut:  
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1. Kegunaan Teoritis  

Kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan sebagai bentuk sumbangsih 

pemikiran yang akan menambah wawasan dalam ilmu hukum Perdata, 

khususnya mengenai kode etik dalam profesi advokat yang apabila telah 

dilakukan pelanggaran oleh seorang advokat, kemudian bagaimana langkah 

dan penindakannya oleh organisasi advokat, serta efektivitas kebijakan hukum 

mengenai pengaturan kode etik advokat.  

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan penulisan, khususnya 

dalam aspek etika profesi hukum, khususnya Advokat.  

b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan menambah informasi dan 

kontribusi pengetahuan serta dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya.  

c. Bagi penulis, ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan 

sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 



  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum tentang Profesi Advokat 

Pengertian Advokat secara istilah, adalah seorang yang melaksanakan kegiatan 

advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok 

orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien 

berdasarkan aturan yang berlaku. UU Advokat, memberikan pengertian advokat 

adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. 

Berdasarkan UU Advokat, posisi Advokat adalah suatu profesi mandiri dan 

independen terhadap cabang kekuasaan negara manapun. Lebih tepat jika dikatakan 

bahwa profesi Advokat itu berada di posisi rakyat baik secara individu maupun 

dalam tatanan masyarakat. Untuk menjadi seorang Advokat, terdapat syarat-syarat 

umum yang diatur oleh UU Advokat, adapun syarat khususnya yaitu memiliki latar 

belakang pendidikan tinggi hukum.6 

2.1.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

UU Advokat mìerupakan satu-satunya undang-undang yang mìengatur tìentang 

advokat di Indonìesia. Undang-undang ini mìenjìelaskan dìengan tìegas bahwa dalam 

usaha mìewujudkan prinsip-prinsip nìegara hukum dalam kìehidupan bìermasyarakat, 

pìeran dan fungsi advokat sìebagai prìofìesi yang mandiri dan bìertanggung jawab 

mìerupakan hal yang sangat pìenting. Mìelalui jasa hukum yang dibìerikan, advìokat 

mìenjalankan tugas prìofìesinya dìemi tìegaknya kìeadilan bìerdasarkan hukum untuk 

kìepìentingan masyarakat pìencari kìeadilan, tìermasuk usaha mìembìela masyarakat 

dalam hak-hak fundamìental mìerìeka di dìepan hukum. Advìokat juga mìenjadi salah 

satu pilar dalam mìenìegakkan suprìemasi hukum dan

                                                      
 6 Fìebri Haìndaìyaìni, Tinjaììuaìn Yìuridis Tìerhaìdaìp Pìeraìnaìn Advokaìt daìlaìm Mìendaìmpingi 

Kliìen daìlaìm Pìerkaìraì Pìercìeraìiaìn di Pìengaìdilaìn Agaìmaì Kotaì Pìekaìnbaìrìu, Jìurnaìl Hìukìum Islaìm, Vol. 

15, No. 1, hlm. 64-67. 
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hak asasi manusia. Sìelain dalam prìosìes pìeradilan, pìeran advìokat juga tìerlihat di 

jalur prìofìesi di luar pìengadilan. Kìebutuhan jasa hukum advìokat di luar prìosìes 

pìeradilan pada saat sìekarang sìemakin mìeningkat, sìejalan dìengan sìemakin 

bìerkìembangnya kìebutuhan hukum masyarakat, tìerutama dalam mìemasuki 

kìehidupan yangsìemakin tìerbuka dalam pìergaulan antarbangsa. Mìelalui pìembìerian 

jasa kìon sultasi, nìegìosiasi maupun dalam pìembuatan kìontrak-kìontrak dagang, 

prìofìesi Advìokat ikut mìembìeri sumbangan bìerarti bagi pìembìerdayaan masyarakat. 

Kìebìeradaan dan fungsi advìokat sudah bìerkìembang, pìeraturan pìerundang-undangan 

yang mìengatur advìokat sampai saat dibìentuknya undang-undang ini masih 

bìerdasarkan pada pìeraturan pìerundang-undangan pìeninggalan zaman kìolìonial, 

sìepìerti ditìemukan dalam Rìeglìe mìent ìop dìe Rìechtìerlijkìe Organisatiìe ìen hìet Bìelìeid 

dìer Justitiìe in Indìonìesiìe (Stb. 1847: 23 jìo. Stb. 1848: 57), Pasal 185 sampai Pasal 

192 dìengan sìegala pìerubahan dan pìenambahannya kìemudian, Bìepalingìen 

bìetrìeffìendìe hìet kìostuum dìer Rìechtìerlijkìe Ambtìenarìen dat dìer Advìokatìen, 

prìocurìeurs ìen Dìeuwaardìers (Stb. 1848: 8), Bìevìoìeg dhìeid dìepartìemìent hìoìofd in 

burgìelijkìe zakìen van land (Stb. 1910: 446 jìo. Stb.1922: 523), dan 

Vìertìegìenwìoìordiging van dìe land in rìechtìen (K.B.S 1922:522). t 

Undang-undang ini dibìentuk untuk mìenggantikan pìeraturan pìerundang-undangan 

yang diskriminatif dan tidak sìesuai lagi dìengan sistìem kìetatanìegaraan yang bìerlaku, 

sìerta untuk mìembìeri landasan yang kukuh tìerhadap pìelaksanaan tugas pìegabdian 

advìokat dalam kìehidupan masyarakat. UU Advìokat diatur sìecara kìomprìehìensif 

bìerbagai kìetìentuan pìenting yang mìelingkupi prìofìesi advìokat, dìengan tìetap 

mìempìertahankan prinsip kìebìebasan dan kìemandirian advìokat, di samping itu, 

diatur juga bìerbagai prinsip dalam pìenyìelìenggaraan tugas prìofìesi advìokat 

khususnya dalam pìeranannya kìetika mìenìegakkan kìeadilan sìerta tìerwujudnya 

prinsip-prinsip pìenìegak hukum pada umumnya. sìerta pìembaruan hukum nasiìonal 

khususnya di bidang ìekìonìomi dan pìerdagangan, tìermasuk dalam pìenyìelìesaian 

sìengkìeta diluar pìengadilan.7 

 

                                                      
 7 Faìjlìurraìhmaìn Jìurdi, Etikaì Profìesi Hìukìum, (Jaìkaìrtaì: Kìencaìnaì, 2022), hlm. 230-231. 
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2.1.2 Prìofìesi Advìokat 

Prìofìesi mìerupakan suatu pìekìerjaan tìetap dalam kurun waktu yang lama dìengan 

didasarkan pada kìeahlian khusus yang didapatkan dari hasil pìendidikan tìertìentu 

sìesuai dìengan prìofìesi yang ditìekuni, dalam mìenìekuni pìekìerjaan tìersìebut dilakukan 

dìengan pìenuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk m ìendapatkan 

pìenghasilan. Tìerdapat bìerbagai macam jìenis prìofìesi yang ada, apabila prìofìesi itu 

bìerkìenaan dìengan bidang hukum, maka kìelìompìok prìofìesi tìersìebut disìebut prìofìesi 

hukum, ìolìeh karìena itu prìofìesi hukum sangat ìerat kaitannya dìengan pìenìegakan 

hukum. Dalam mìendapatkan izin untuk mìenjalankan prìofìesi hukum harus 

mìenìempuh pìendidikan khusus sìesuai dìengan jurusan atau kìonsìentrasi prìofìesi 

hukum yang diminati, karìena dalam prìofìesi hukum sìendiri tìerdapat bìebìerapa 

macam pìekìerjaan, misalnya advìokat8. Untuk mìenjadi sìeìorang advìokat tìerdapat 

bìebìerapa syarat, yaitu: 

a. UU Advìokat tìelah mìensyaratkan untuk mìenjadi sìeìorang advìokat harus mìemiliki 

latar bìelakang pìendidikan ilmu hukum. Karìena prìofìesiìonal hukum harus 

mìemiliki pìengìetahuan di bidang hukum, sìebagai pìenìentu kualitas pìelayanan 

hukum sìecara prìofìesiìonal. Hal ini pìenting karìena advìokat bìerpìeran sìebagai 

pìenìegak hukum yang mìembìerikan jasa hukum; 

b. Bìerdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Advìokat, sìesìeìorang dapat mìenjalankan prìofìesi 

hukum sìebagai sìeìorang advìokat apabila tìelah mìenìempuh Pìendidikan Khusus 

Prìofìesi Advìokat (PKPA) yang disìelìenggarakan ìolìeh ìorganisasi advìokat. Masa 

pìendidikannya bìeragam, ada yang 2 hari, 7 hari, tìergantung masing-masing 

ìorganisasi advìokat9. PKPA adalah pìendidikan hukum untuk mìemìenuhi bìekal 

calìon advìokat dalam bìerpraktik mìenìegakkan hukum di masyarakat. Prìogram ini 

dirancang untuk mìembìerikan pìemahaman mìendalam tìentang hukum. Matìeri 

PKPA mìeliputi bìerbagai aspìek hukum, tìermasuk hukum pìerdata, pidana, 

administrasi nìegara, pìerdata, bisnis, dan intìernasiìonal. sìelain itu, pìendidikan ini 

                                                      
 8 Sìerlikaì Apritaì, Etikaì Profìesi Hìukìum, (Baìndìung: Rìefikaì Aditaìmaì, 2020), hlm. 25-27. 

 9 Sìekolaìh Tinggi Hìukìum Baìndìung, “Pìendidikaìn Khìusìus Profìesi Advokaìt (PKPA)  IKADIN 

Baìlìe Baìndìung bìekìerjaìsaìmaì dìengaìn PERADI Baìlìe Baìndìung daìn Sìekolaìh Tinggi Hìukìum Baìndìung”, 

https://sthb.aìc.id/?p=3093. Diaìksìes paìdaì 9 Fìebrìuaìri 2026, Pìukìul 10.23. 

https://sthb.ac.id/?p=3093
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juga mìembahas ìetika prìofìesi advìokat, kìodìe ìetik, sìerta kìetìerampilan praktis 

sìepìerti pìenulisan dìokumìen hukum, pìerundingan, dan pìenyìelìesaian sìengkìeta. 

Tujuan dari PKPA adalah agar sìesìorang yang mìemangku jabatan itu nantinya 

mìemiliki kualifikasi yang mumpuni sìebagai sìeìorang praktisi hukum. Sìebab 

prìogram PKPA ini akan mìematangkan pìesìerta untuk mìendapatkan ilmu hukum 

yang rìelìevan dìengan prìofìesi. ìorganisasi advìokat dalam mìenyìelìenggarakan 

PKPA harus bìekìerja sama dìengan pìerguruan tinggi yang mìemiliki prìogram studi 

ilmu hukum atau sìekìolah tinggi hukum dìengan kurikulum yang mìenìekankan 

pada kualifikasi aspìek kìeahlian atau kìeprìofìesian. Kìeharusan tìersìebut didasarkan 

pada argumìentasi bahwa standarisasi pìendidikan tìermasuk pìendidikan prìofìesi 

akan tìerjaga kualitasnya sìebagaimana dikìehìendaki ìolìeh UU Advìokat;10 

c. Sìetìelah mìengikuti PKPA, Langkah bìerikutnya ialah mìengikuti UPA atau Ujian 

Prìofìesi Advìokat yang disìelìenggarakan ìolìeh ìorganisasi yang sama untuk 

mìendapatkan tanda pìernyataan kìelulusan UPA. UPA adalah ujian yang 

disìelìenggarakan untuk mìenguji pìengìetahuan pìesìerta mìengìenai hukum acara dan 

kìodìe ìetik yang bìerlaku bagi sìeìorang advìokat. Matìeri yang diujikan dalam UPA 

mìencakup hal-hal yang tìelah diajarkan dalam prìogram PKPA, sìepìerti hukum 

acara pìerdata, hukum acara pidana, hukum acara pìerdata agama, dan kìodìe ìetik 

advìokat. Ujian ini pìenting untuk mìemastikan bahwa calìon advìokat mìemiliki 

pìemahaman yang baik mìengìenai hukum dan ìetika yang bìerlaku dalam praktik 

prìofìesi advìokat. Mìeskipun tìelah mìenyìelìesaikan UPA dan dinyatakan lulus, 

calìon advìokat tidak mudah untuk dapat bìerpraktik di sìemua pìengadilan di 

Indìonìesia, karìena sìesuai kìetìentuan yang tìerdapat pada UU Advìokat tìepatnya 

pada Pasal 3 huruf g ayat (1) mìenìegaskan bahwa calìon advìokat wajib 

mìelaksanakan magang di kantìor advìokat minimal 2 (dua) tahun. Magang 

bìertujuan untuk mìembìerikan calìon advìokat pìengalaman praktis yang 

mìendukung kìemampuan, kìetìerampilan, dan ìetika dalam mìenjalankan 

prìofìesinya. Sìelama masa magang, calìon advìokat akan mìendapatkan kìesìempatan 

untuk bìekìerja langsung dìengan advìokat yang sudah bìerpìengalaman dalam 

                                                      
 10 Hìukìum Onlinìe, “Baìrìu Lìulìus Kìuliaìh Hìukìum? Ini Diaì Caìraì Untìuk Mìenjaìdi Sìeoraìng 

Laìwyìer”, https://www.hìukìumonlinìe.com/bìeritaì/aì/baìrìu-lìulìus-kìuliaìh-hìukìum-ini-diaì-caìraì-ìuntìuk-

mìenjaìdi-sìeoraìng-laìwyìer-lt628d77789ìecff/. Diaìksìes paìdaì 9 Fìebrìuaìri 2026, Pìukìul 15.42. 

 

https://iblam.ac.id/2023/11/07/tujuan-syarat-dan-materi-pendidikan-khusus-profesi-advokat/
https://www.hukumonline.com/berita/a/baru-lulus-kuliah-hukum-ini-dia-cara-untuk-menjadi-seorang-lawyer-lt628d77789ecff/
https://www.hukumonline.com/berita/a/baru-lulus-kuliah-hukum-ini-dia-cara-untuk-menjadi-seorang-lawyer-lt628d77789ecff/
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mìenangani bìerbagai kasus. 

d. Calìon advìokat yang tìelah dinyatakan lulus dan mìemìenuhi syarat-syarat dalam 

suatu saringan yang dilakukan ìorganisasi advìokat, maka calìon advìokat rìesmi 

diangkat ìolìeh suatu ìorganisasi advìokat dan rìesmi mìenyandang status sìebagai 

advìokat. Pìengangkatannya akan disampaikan kìepada lìembaga nìegara yaitu 

Mahkamah Agung dan Mìentìeri. Sìelanjutnya, sìebìelum mìenjalankan tugas 

prìofìesinya sìebagai advìokat, advìokat tìersìebut harus mìengucapkan sumpah 

jabatan pada Pìengadilan Tinggi di wilayah dìomisili hukumnya, sìesuai dìengan 

kìetìentuan pada Pasal 4 ayat (1) UU Advìokat. Kìetika sudah mìelakukan sumpah, 

advìokat akan mìemiliki hak dan juga kìewajibannya dalam mìenjalankan 

prìofìesinya sìebagai advìokat. Tìerkait sumpah di Pìengadilan Tinggi, Mahkamah 

Agung mìengìeluarkan Surat Kìeputusan Kìetua Mahkamah Agung Nìomìor 73/ 

KMA/HK.01/IX/2015 pìerihal Pìenyumpahan Advìokat. Surat KMA Nìomìor. 

73/KMA/ HK.01/IX/2015 mìembìerikan kìewìenangan bagi pìengadilan tinggi 

untuk mìenyumpah advìokat yang mìemìenuhi syarat dari ìorganisasi advìokat 

manapun.11 

Mìenurut pìenulis dìengan dikìeluarkan surat KMA ini mìenyìebabkan dampak nìegatif 

tìerhadap prìofìesi advìokat di Indìonìesia. Akibat kìemunculan Surat KMA, masing-

masing ìorganisasi advìokat mìerasa mìemiliki kìewìenangan yang sama dalam 

mìenyìelìenggarakan pìendidikan dan pìengujian calìon advìokat, dan juga dìengan 

tìerbitnya Surat KMA Nìomìor. 73 tidak ada lagi wadah tunggal ìorganisasi advìokat, 

hal ini bìertìentangan dìengan Pasal 28 ayat (1) UU Advìokat. Dìengan tidak adanya 

wadah tunggal ìorganisasi advìokat mìenyìebabkan dampak nìegatif tìerkait 

pìengawasan dan pìenindakan advìokat dalam pìenìegakan kìodìe ìetik advìokat yang 

tidak jìelas, dan mìembuka pìeluang tìerhadap advìokat yang sudah dipìecat dari suatu 

ìorganisasi advìokat untuk bìerpindah kìeanggìotaannya dan bìergabung dìengan 

ìorganisasi prìofìesi advìokat lainnya. 

 

                                                      
 11 Lìusiaì Sìulaìstri daìn Kìurniaìwaìn, Mìeraìjìut Sistìem Kìeorgaìnisaìsiaìn Advokaìt di Indonìesiaì, 

(Ponorogo: Graìciaìs Logis Krìeaìtif, 2021), hlm. 163-212. 
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2.1.3 Pìengìertian Kìedudukan dan Pìeran Advìokat 

Advìokat mìerupakan prìofìesi hukum yang bìerprìofìesi mìembìerikan jasa hukum, baik 

di dalam maupun di luar pìengadilan yang mìemìenuhi pìersyaratan bìerdasarkan 

kìetìentuan undang-undang. Advìokat bìerasal dari kata “Advìocaat” bìerasal dari 

Bahasa latin yaitu “advìocatus” yang bìerarti pìembìela ahli hukum dalam pìerkara. 

Sìelain sìebutan advìokat juga dikìenal istilah pìengacara, pìenasihat hukum, kìonsultan 

hukum, dan bahkan sìebìelumnya dikìenal pula istilah pìokrìol bambu dan lain-lainnya. 

advìokat sudah dikìenal sìebagai prìofìesi yang mulia (ìofficium Nìobilìe), disìebutnya 

advìokat sìebagai prìofìesi yang mulia karìena advìokat mìengabdikan dirinya sìerta 

kìewajibannya kìepada kìepìentingan masyarakat dan bukan sìemata-mata karìena 

kìepìentingannya sìendiri. Advìokat juga turut sìerta dalam mìenìegakkan hak-hak azasi 

manusia baik tanpa imbalan maupun dìengan imbalan. Advìokat mìengabdikan 

dirinya kìepada kìepìentingan masyarakat dan dìemi pìenìegakan hukum yang 

bìerdasarkan kìepada kìeadilan, sìerta turut mìenìegakkan hak- hak asasi manusia.12 

Kìedudukan advìokat dalam sistìem pìenìegakan hukum sìebagai pìenìegak hukum dan 

prìofìesi tìerhìormat. Dalam mìenjalankan fungsi dan tugasnya advìokat sìeharusnya 

dilìengkapi ìolìeh kìewìenangan sama dìengan halnya dìengan pìenìegak hukum lain 

sìepìerti pìolisi, jaksa dan hakim. Kìewìenangan advìokat dalam sistìem pìenìegakan 

hukum mìenjadi sangat pìenting guna mìenjaga kìeindìepìendìensian advìokat dalam 

mìenjalanakan prìofìesinya dan juga mìenghindari adanya Kìesìewìenang-wìenangan 

yang dilakukan ìolìeh pìenìegak hukum yang lain.13 Dalam sistìem pìenìegakan hukum 

di Indìonìesia dikìenal lìembaga-lìembaga pìenìegak hukum yaitu lìembaga kìepìolisian, 

kìejaksaan, dan hakim sìepìerti yang tìelah dijìelaskan sìebìelumnya. Tìetapi sìejak 

adanya UU Advìokat sìemuanya tìelah bìerubah, advìokat yang dulu dalam pìerannya 

mìembìeri bantuan hukum kìepada kliìen sìering dianggap sìebìelah mata ìolìeh pìenìegak 

hukum lain kini ìeksistìensinya sudah mulai naik.  

Saat ini kìebìeradaan advìokat, sìebagai pìembìeri bantuan atau jasa hukum kìepada 

masyarakat atau kliìen yang mìenghadapi masalah hukum, sìemakin pìenting sìeiring 

                                                      

 12 Faìrid Waìjdi, Sìuhraìwaìrdi K. Lìubis, Etikaì Profìesi Hìukìum, (Jaìkaìrtaì: Sinaìr Graìfikaì, 2019), 

hlm. 41. 

 13 Tri Astìuti Haìndaìyaìni, “Kìedìudìukaìn daìn Pìeraìnaìn Advokaìt daìlaìm Pìenìegaìkaìn Hìukìum di 

Indonìesiaì”, ìejoìurnaìlìunigoro.com, hlm. 13-24. 



14  

 

dìengan mìeningkatnya kìesadaran masyarakat dan kìomplìeksitas masalah hukum. 

Sìelain itu, advìokat mìerupakan prìofìesi yang mìembìerikan jasa hukum saat 

mìenjalankan tugas dan fungsinya yang juga b ìerpìeran sìebagai pìendampingi, 

pìembìeri advisìe hukum maupun mìenjadi kuasa hukum untuk dan atas dan atas nama 

kliìen. UU Advìokat dan Undang-undang Nìomìor 4 Tahun 2004 tìentang Kìekuasaan 

Kìehakiman mìengatur tìentang kìebìeradaan advìokat dalam mìenangani suatu prìosìes 

pìenìegakan hukum bagi sìeìorang tìersangka. Pasal 1 butir 2 UU Advìokat mìenjìelaskan 

bahwa jasa hukum adalah jasa yang dibìerikan advìokat bìerupa mìembìerikan 

kìonsultasi hukum, bantuan hukum, mìenjalankan kuasa, mìewakili, mìendampingi, 

mìembìela dan mìelakukan tindakan hukum lain untuk kìepìentingan hukum kliìen. 

Disamping itu, advìokat bìerkìewajiban mìenìegakan hukum dan kìeadilan. UU 

Advìokat tìelah mìembìeri ìotìoritas prìofìessiìonal bagi advìokat dalam mìembìerikan 

pìelayanan public sìesuai dìengan ilmu yang dimilikinya.14 

Advìokat bìertugas tidak hanya mìenyìelìesaikan sìengkìeta litigasi tìetapi juga nìon 

litigasi. Bagi pìerkara litigasi, sìeìorang advìokat harus mìendampingi tìersangka yang 

mìelakukan tindak pidana pada sìemua tahapan prìosìes pìeradilan. Adapun dalam hal 

kìepìerdataan maka sìeìorang advìokat mìenìerima kuasa dari sìesìeìorang yang sìedang 

bìersìengkìeta. Olìeh karìena itu, tujuan yang dikìehìendaki advìokat dalam pìerkara-

pìerkara pìerdata harus mìengutamakan pìenyìelìesaian dìengan jalan damai dialihkan 

Disamping itu, pìenìegakan hukum yang ìobyìektif mìemìerlukan sikap intìegritas, ìetika, 

mìoral dan kìejujuran pìenìegak hukum, dimana tanpa sikap ini yang t ìerjadi adalah 

suatu rìetrìogrìesi hukum sìehingga tidak pìernah akan mìenghasilkan sìesuatu yang 

diharapkan bìelakangan.15 

  

                                                      
 14 Maìrpaììung Lìedìen, Prosìes Pìenaìngaìnaìn Pìerkaìraì Pidaìnaì Pìenyìelidikaìn daìn Pìenyidikaìn, 

Sinaìr Graìfikaì, Jaìkaìrtaì, 2009, hlm. 15. 

 15 Fidìel, Rìeviìew UjiaìnAdvokaìt, PT.Graìmìediaì, Jaìkaìrtaì, 2010, hlm. 74. 
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2.1.4 Hak dan Kìewajiban Advìokat 

Bìerdasarkan kìetìentuan di dalam UU Advìokat dijìelaskan bahwa hak dan 

kìewajiban advìokat diantaranya adalah:  

1. Advìokat bìebas mìengìeluarkan pìendapat atau pìernyataan dalam mìembìela pìerkara 

yang mìenjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pìengadilan dìengan tìetap 

bìerpìegang pada kìodìe ìetik prìofìesi dan pìeraturan pìerundangundangan. Artinya 

bahwa di dalam mìelindungi dan mìembìela kliìen mìenghadapi suatu pìerkara, 

advìokat sìecara bìebas mìembìerikan dan mìengìeluarkan pìendapat dìemi 

kìepìentingan kliìennya tìersìebut, namun dalam pìembìerian pìembìelaan dìengan 

pìernyataan yang bìebas tìersìebut tìetap sìetiap advìokat harus bìerpìedìoman dan 

bìerbataskan pada nìorma atau kìodìe ìetik yang bìerlaku di dalam prìofìesi advìokat 

tìersìebut. 

2. Advìokat bìebas dalam mìenjalankan tugas prìofìesinya untuk mìembìela pìerkara 

yang mìenjadi tanggung jawabnya dìengan tìetap bìerpìegang pada kìodìe ìetik prìofìesi 

dan pìeraturan pìerundang-undangan. Artinya sìetiap advìokat di dalam 

mìenjalankan tugas sìecara prìofìesinya tidak dapat diintìervìensi ìolìeh pihak 

manapun, sìecara jìelas dalam mìenjalankan tanggung jawab sìecara indìepìendìen 

tìersìebut bìerdasarkan dìengan kìodìe ìetik prìofìesi advìokat. 

3. Advìokat tidak dapat dituntut baik sìecara pìerdata maupun pidana dalam 

mìenjalankan tugas prìofìesinya dìengan iktikad baik untuk kìepìentingan pìembìelaan 

kliìen dalam sidang pìengadilan. Di dalam mìenjalankan tanggung jawab prìofìesi 

advìokat di pìersidangan, sìetiap advìokat mìemang tidak bisa dilakukan tindakan 

hukum tìerhadapnya, artinya bahwa sìetiap advìokat kìetika mìembìerikan jasa 

maupun bantuan hukum kìepada kliìennya mìemang tidak bisa dibìerikan sanksi 

hukum baik pìerdata maupun pidana sìepanjang hal yang dibìerikan dan 

ditunjukkan untuk kìepìentingan kliìen tìersìebut. Namun hak imunitas yang 

dimiliki ìolìeh sìetiap advìokat tìersìebut harus digunakan dìengan baik dan tidak 

bìolìeh sìesuka hati. 

4. Dalam mìenjalankan prìofìesinya, advìokat bìerhak mìempìerìolìeh infìormasi, data, dan 

dìokumìen lainnya, baik dari instansi pìemìerintah maupun pihak lain yang 
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bìerkaitan dìengan kìepìentingan tìersìebut yang dipìerlukan untuk pìembìelaan 

kìepìentingan kliìennya sìesuai dìengan pìeraturan pìerundang-undangan. Kìetìentuan 

ini mìembìerikan hak kìepada advìokat bahwa dalam hal pìembìelaan tìerhadap kliìen, 

sìeìorang advìokat bìerhak mìendapatkan infìormasi ataupun sumbìer data dari 

bìerbagai pihak baik pìemìerintah maupun bukan pìemìerintah. 

5. Advìokat dalam mìenjalankan tugas prìofìesinya dilarang mìembìedakan pìerlakuan 

tìerhadap kliìen bìerdasarkan jìenis kìelamin, agama, pìolitik, kìeturunan, ras, atau 

latar bìelakang sìosial dan budaya. Dìengan kìetìentuan sìebagaimana dimaksud di 

dalam Undang-Undang tìentang advìokat, bahwa sìeìorang advìokat harus bìerlaku 

adil dan tidak bìolìeh bìerlaku sìecara diskriminasi tìerhadap kliìen di dalam 

mìenjalankan tugas dan prìofìesinya sìebagai sìeìorang advìokat. 

6. Advìokat tidak dapat diidìentikkan dìengan kliìennya dalam mìembìela pìerkara kliìen 

ìolìeh pihak yang bìerwìenang dan/atau masyarakat. Artinya bahwa s ìeìorang 

advìokat di dalam mìembìerikan jasa ataupun bantuan hukum tìerhadap kliìen tidak 

bìolìeh dipìersamakan baik sìecara sikap ataupun pìerilakunya. 

7. Advìokat wajib mìerahasiakan sìegala sìesuatu yang dikìetahui atau dipìerìolìeh dari 

kliìennya karìena hubungan prìofìesinya, kìecuali ditìentukan lain ìolìeh Undang-

undang. Untuk sìetiap advìokat wajib mìenyimpan sìegala hal yang dikìetahuinya 

bìersama tìentang kliìen yang ditanganinya, baik itu m ìerupakan hal yang 

bìerbìentuk dalam dìokumìen ataupun hal sìecara kasat mata wajib disimpan dan 

tidak bìolìeh dipublikasikan, kìecuali dalam hal infìormasi atau hal tìersìebut 

dibutuhkan ìolìeh aparat hukum yang lain yang diatur dalam pìerundang-

undangan, maka sìetiap advìokat tìersìebut bìolìeh mìempublikasikan infìormasi yang 

dikìetahuinya tìersìebut. 

8. Advìokat bìerhak atas kìerahasiaan hubungannya dìengan kliìen, tìermasuk 

pìerlindungan atas bìerkas dan dìokumìennya tìerhadap pìenyitaan atau pìemìeriksaan 

dan pìerlindungan tìerhadap pìenyadapan atas kìomunikasi ìelìektrìonik advìokat. 

Artinya bahwa sìetiap advìokat dalam mìenjalankan pìembìelaan tìerhadap kliìennya 

wajib dibìerikan kìerahasiaannya akan sìebuah dìokumìen, infìormasi ataupun hal-

hal lain yang bìerhubungan dìengan kliìennya sìecara hubungannya baik ìolìeh 

masyarakat maupun aparat pìenìegak hukum lainnya. 
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9. Advìokat dilarang mìemìegang jabatan lain yang bìertìentangan dìengan 

kìepìentingan tugas dan martabat prìofìesinya. Sìetiap advìokat tidak 

dipìerkìenankan mìerangkap jabatan lain, sìepìerti halnya pìejabat partai ataupun 

aparat hukum yang lainnya, ditakutkan apabila s ìetiap advìokat mìemìegang 

jabatan lain yang mìeminta pìengabdian sìedìemikian rupa, sìehingga mìerugikan 

prìofìesi advìokat atau mìengurangi kìebìebasan dan kìemìerdìekaan dalam 

mìenjalankan tugas prìofìesinya bahkan jika ada advìokat yang mìenjadi pìejabat 

nìegara, maka advìokat tìersìebut harus bìerhìenti mìenjalankan prìofìesi tìersìebut. 

10. Advìokat bìerhak mìenìerima hìonìorarium atas jasa hukum yang tìelah dibìerikan   

kìepada kliìennya. Bìerdasarkan atas dasar jasa hukum yang tìelah dibìerikan ìolìeh 

sìeìorang advìokat kìepada kliìennya, maka advìokat tìersìebut bìerhak mìembìerikan 

hìonìorarium baik bìerupa uang ataupun barang sìesuai dan bìesarannyapun sìesuai 

dìengan kìesìepakatan yang tìelah disìepakati di awal pìerjanjian diantara kìedua 

bìelah pihak.16 

2.2 Tinjauan Umum tìentang Pìeran Organisasi Advìokat 

Organisasi Advìokat adalah wadah tunggal prìofìesi Advìokat yang diamanatkan ìolìeh 

UU Advìokat untuk mìenjamin kualitas dan intìegritas prìofìesi hukum. Organisasi ini 

mìemiliki pìeran sìentral, mìeliputi pìenyìelìenggaraan Pìendidikan Khusus Prìofìesi 

Advìokat (PKPA), pìelaksanaan Ujian Prìofìesi Advìokat (UPA), pìengangkatan 

Advìokat, sìerta pìembinaan dan pìerlindungan bagi anggìotanya. Dalam UU Advìokat, 

dijìelaskan bahwa Organisasi Advìokat diwajibkan untuk mìembìentuk Kìodìe Etik 

Advìokat untuk mìenjaga martabat dan kìehìormatan prìofìesi Advìokat. 

2.2.1 Organisasi Advìokat 

Pada tahun 1959-1960 para advìokat yang bìerasal dari Jawa Tìengah bìerkumpul di 

Sìemarang dan mìendirikan suatu ìorganisasi advìokat yang dinamakan “Baliìe” Jawa 

Tìengah yang dikìetuai ìolìeh Mr. Sìoìejìoìedi. Pìerkìembangan ini diikuti dìengan 

munculnya bìerbagai pìerkumpulan advìokat bìerskala lìokal yang lain sìepìerti Balai 

Advìokat di Jakarta, Bandung, Mìedan, dan Surabaya. Akhirnya sìekitar akhir tahun 

1950-an hingga awal tahun 1960-an, bìelum ada ìorganisasi advìokat yang tìeratur di 

                                                      
 16 Tri Astìuti Haìndaìyaìni, Ibid, hlm. 18-20. 
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Jakarta. Bìerdasarkan kìeinginan untuk mìenghimpun para advìokat di Jakarta, 

bìebìerapa ìorang advìokat sìeniìor sìepìerti Mìohammad Rìoìem mìenggagas pìendirian 

Baliìe van Advìocatìen Jakarta sìebagaimana tìelah dibìentuk para advìokat di Sìemarang. 

Bìerawal dari idìe itulah, muncul Pìersatuan Advìokat Indìonìesia (PAI) pada 14 Marìet 

1963, dìengan dikìetuai ìolìeh Mr. Lìoìekman Wiriadinata. Organisasi ini dimìotìori 

antara lain ìolìeh kìetua tim Lìoìekman Wiriadinata, Z. Abidin, Hasyim Mahdan, 

Amartiwi Salìeh, Harsubìenìo, Djamaluddin Datuk Singìomangkutìo.17 

Dìengan dimìotìori bìebìerapa advìokat di Sìolìo, disìelìenggarakanlah kìongrìes advìokat 

tingkat nasiìonal yang pìertama sìetahun kìemudian, yang mìelahirkan Pìersatuan 

Advìokat Indìonìesia dìengan singkatan PERADIN disahkan ìolìeh kìongrìes. Hubungan 

antara pìemìerintah ìordìe baru dan ìorganisasi advìokat mìemburuk dan puncaknya saat 

Undang-Undang Nìomìor 8 Tahun 1985 tìentang Organisasi Kìemasyarakatan 

dibìerlakukan, pìemìerintah bìerusaha mìengawasi ìorganisasi advìokat. Kìemudian 

dalam Undang-Undang Nìomìor 2 Tahun 1986 tìentang Pìeradilan Umum pìemìerintah 

mìembìerikan kìewìenangan kìepada Kìetua Pìengadilan untuk mìengawasi kìerja-kìerja 

yang dilakukan advìokat. 

Sìeiring dìengan mìelìemahnya PERADIN muncullah bìerbagai macam ìorganisasi 

advìokat akibat faksi-faksi yang ada dalam ìorganisasi advìokat. Pìemìerintah Ordìe 

Baru mìelalui Mìentìeri Kìehakiman, Jaksa Agung, dan Kìetua MA mìendìesak para 

advìokat untuk mìenyìelìenggarakan pìertìemuan dan mìeminta mìerìeka bìergabung 

dalam satu ìorganisasi yang dibìeri nama Ikatan Advìokat Indìonìesia (IKADIN) untuk 

mìenampung anggìota PERADIN dan mìenjadikan IKADIN sìebagai satusatunya 

ìorganisasi advìokat yang diakui pìemìerintah. Namun kìemudian IKADIN mìengalami 

pìerpìecahan saat tìerdapat bìebìerapa advìokat yang dipimpin ìolìeh Gani Djìemat dan 

Yan Apul mìempìermasalahkan cara pìemungutan suara. Dìengan dukungan Mìentìeri 

Hukum saat itu, Ismail Salìeh, mìerìeka kìeluar di tìengah prìosìes pìemilihan dan 

mìembìentuk ìorganisasi baru bìernama AAI (Asìosiasi Advìokat Indìonìesia) pada 27 

Juli 1990. 

 

                                                      
 17 Ilhaìm Faìjri, “Waìdaìh Tìunggaìl Orgaìnisaìsi Advokaìt daìn Pìengaìrìuhnyaì Tìerhaìdaìp Profìesi 

Advokaìt di Indonìesiaì”, Khaìzaìnaìh Jìurnaìl Stìudi Islaìm daìn Hìumaìnioraì, Vol.13 No. 1, hlm, 222-251. 
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Sìelain pìerpìecahan di dalam tubuh IKADIN, tìerbìentuk pula ìorganisasi advìokat yang 

bìerdasarkan pada praktìek kìekhususan dan spìesialisasi. Pada 1988 misalnya, 

bìebìerapa kìonsultan mìendirikan Asìosiasi Kìonsultan Hukum Indìonìesia (AKHI), 

yang dimaksudkan untuk mìempìertìegas pìerbìedaan karaktìeristik antara ìorganisasi 

advìokat yang kìebìeradaannya didasarkan pada undang-undang, sìepìerti Himpunan 

Kìonsultan Hukum Pasar Mìodal (HKHPM), Asìosiasi Kuratìor dan Pìengurus 

Indìonìesia (AKPI). Pada akhir ìera pìemìerintah Ordìe Baru di pìenghujung 1990-an, 

tim pìemìerintah yang dibantu ìolìeh bìebìerapa advìokat sìeniìor mulai mìelakukan 

pìerumusan Rancangan UndangUndang tìentang Prìofìesi Advìokat. 

Khusus tìentang pìenyusunan Rancangan Undang-Undang tìentang Prìofìesi Advìokat, 

Dìepartìemìen Kìehakiman bìekìerja sama dìengan ìorganisasi advìokat di tanah air dan 

juga ìorganisasi advìokat Bìelanda (NìovA). Pada saat itu para pìerumus sìepakat untuk 

mìenata ìorganisasi advìokat yang indìepìendìen dìengan minimum intìervìensi dari 

pìemìerintah. Para pìerumus bìersìepakat untuk mìenjadikan ìorganisasi advìokat yang 

bìerbìentuk singlìe bar untuk mìengambil alih kìewìenangan pìengangkatan advìokat dan 

pìengawasan advìokat. Untuk mìempìersiapkan ìorganisasi advìokat yang mìenganut 

sistìem singlìe bar dibìentuklah Kìomitìe Kìerja Advìokat Indìonìesia (KKAI) yang 

bìersifat sìemìentara, yang tìerdiri dari Ikatan advìokat Indìonìesia (IKADIN), Ikatan 

Pìenasihat Hukum Indìonìesia (IPHI), Asìosiasi Kìonsultan Hukum Indìonìesia (AKHI), 

Himpunan Kìonsultan Hukum Pasar Mìodal (HKHPM), Asìosiasi Advìokat Indìonìesia 

(AAI), Sìerikat Pìengacara Indìonìesia (SPI), dan Himpunan Advìokat dan Pìengacara 

Indìonìesia (HAPI) 

Sìetìelah disahkannya UU Advìokat tìersìebut, dìelapan ìorganisasi advìokat pada masa 

itu bìerhasil bìersatu dan mìendirikan satu wadah ìorganisasi advìokat yang dinamai 

Pìerhimpunan Advìokat Indìonìesia (PERADI). Pìembìentukan PERADI ini mìerupakan 

wujud dari sistìem singlìe bar dan mìembìerikan dampak pìositif, karìena mìenciptakan 

satu kìesatuan ìorganisasi advìokat yang tunggal. Namun, sìeiring bìerjalannya waktu, 

sistìem singlìe bar yang diwadahi ìolìeh Pìerhimpunan Advìokat Indìonìesia (PERADI) 

mìenimbulkan banyak prìo dan kìontra. Sistìem ini dianggap mìemunculkan bìerbagai 

pìolìemik, sìepìerti kurangnya transparansi dalam ìorganisasi dan kìetidakadilan bagi 

sìeluruh anggìota. Banyaknya kìonflik yang timbul dalam tubuh PERADI dan 

mìenyìebabkan pìerpìecahan. Kìetua Mahkamah Agung mìengìeluarkan Surat Nìomìor 
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73/KMA/HK.01/IX/2015, yang dimana mìembìerikan pìerubahan yang signifikan 

tìerhadap sistìem ìorganisasi advìokat. Akan tìetapi, pìerubahan yang tìerjadi akibat 

adanya surat Kìetua Mahkamah Agung tìersìebut tidak dibarìengi dìengan adanya 

rìevisi undang-undang advìokat. sìehingga kìetidakpastian hukum tìerkait prìofìesi 

advìokat masih tìerus bìerlanjut hingga saat ini dan mìempìengaruhi tìerhadap tìegaknya 

ìetika prìofìesi advìokat itu sìendiri. 18 

Organisasi Advìokat mìengalami pìerpìecahan dan kìekacauan dìengan banyaknya 

ìorganisasi advìokat, bahkan ratusan, yang mìemiliki wìewìenang yang sama dalam 

mìenjalankan dìelapan kìewìenangan advìokat sìesuai dìengan UU Advìokat. Pìerubahan 

aturan mìelalui Surat Kìetua Mahkamah Agung Rìepublik Indìonìesia Nìomìor 

73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 Sìeptìembìer 2015 mìembuat wadah advìokat 

dari tunggal (Singlìe Bar) mìenjadi banyak (Multi Bar). Lahirnya bìerbagai ìorganisasi 

advìokat ini tìentunya mìenimbulkan anìomali tìersìendiri dalam pìenìegakan hukum, hal 

ini dipicu dìengan adanya standarisasi yang sama, mulai dari pìerìekrutan, 

pìendidikan, pìengangkatan advìokat sampai dìengan pìenìegakan kìodìe ìetik. Hal ini 

sìekaligus mìenyìebabkan sulitnya pìengawasan dan pìembìerian sanksi kìodìe ìetik 

kìepada advìokat, karìena masing-masing advìokat yang dibìerikan sanksi dapat 

dìengan mudahnya pindah kìe ìorganisasi lainnya. 

Kìetidaktìeraturan ìorganisasi advìokat ini mìembawa dampak nìegatif tìerhadap 

advìokat dan prìosìes pìenìegakan hukum, dapat dibayangkan jika pìembiaran ini 

bìerlanjut dan bìerkìepanjangan maka prìofìesi Advìokat itu sìendiri mìenjadi dipandang 

disìebìelah mata dan rawan tìerjadinya malapraktik advìokat. Sìehingga tujuan dari 

fungsi dari ìorganisasi advìokat untuk mìeningkatkan kualitas prìofìesi advìokat itu 

sìendiri mìenjadi sulit tìercapai. Hal ini dipìerparah dìengan minimnya pìerhatian dan 

dukungan dari lìembaga ìeksìekutif dan yudikatif dalam mìenjalankan pìeran dan 

fungsi mìonitìoring baik tìerhadap advìokat dan ìorganisasi advìokat yang mìembìerikan 

dampak langsung tìerhadap pìerìolìehan aksìes kìeadilan tìermasuk bagi masyarakat.19 

                                                      
 18 Lìusiaì Sìulaìstri daìn Kìurniaìwaìn, Mìeraìjìut Sistìem Kìeorgaìnisaìsiaìn Advokaìt di Indonìesiaì, 

Ponogoro: Graìciaìs Logis Krìeaìtif, 2021, hlm. 9-12. 

 19 Mìediaì Jìustitiaì, ”Ojaìk Sitìumìeaìng: Daìrìuraìt Profìesi Advokaìt !”, 

https://www.mìediaìjìustitiaì.com/bìeritaì/ojaìk-sitìumìeaìng-daìrìuraìt-profìesi-aìdvokaìt/ Diaìksìes Paìdaì 25 

Jaìnìuaìri 2026, pìukìul 15.16. 

 

https://www.mediajustitia.com/berita/ojak-situmeang-darurat-profesi-advokat/
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2.2.2 Dìewan Kìehìormatan Organisasi Advìokat 

Untuk mìenjaga martabat dan kìehìormatan prìofìesi advìokat, Organisasi Advìokat 

tìelah mìenìetapkan aturan prìofìesi untuk prìofìesi advìokat. Advìokat wajib tunduk 

mìematuhi aturan prìofìesiìonal prìofìesi advìokat dan pìeraturan Dìewan Kìehìormatan 

Organisasi advìokat. Kìodìe ìetik prìofìesi advìokat tidak bìolìeh bìertìentangan dìengan 

pìeraturan pìerundang-undangan. Pìengawasan atas Pìelaksanaan kìodìe ìetik prìofìesi 

Advìokat dikìendalikan ìolìeh ìorganisasi advìokat Dìewan kìehìormatan ìorganisasi 

Advìokat mìemìeriksa dan mìengadili pìelanggaran kìodìe ìetik prìofìesi advìokat 

bìerdasarkan tata cara Dìewan Kìehìormatan Organisasi Advìokat. 

Dìewan kìehìormatan mìerupakan lìembaga atau badan yang dibìentuk ìolìeh ìorganisasi 

advìokat yang bìerfungsi dang bìerkìewìenangan mìengawassi pìelaksanaan kìodìe ìetik 

ìolìeh advìokat sìebagaimana mìestinya ìolìeh advìokat dan bìerhak mìenìerima dan 

mìemìeriksa pìengaduan tìerhadap sìeìorang advìokat yang dianggap mìelanggar kìodìe 

ìetik advìokat. Dìewan kìerhìomatan tìerdiri dari dìewan kìehìormatan daìerah dan dìewan 

kìehìormatan pusat. Dìewan kìehìormatan daìerah ialah badan yang dibìentuk ìolìeh 

dìewan pimpinan yang mìemiliki tugas dan fungsi untuk mìemìeriksa, mìengadili, dan 

mìemutus pìerkara pìelanggaran kìodìe ìetik dalam tingkat pìertama yang dibìentuk di 

daìerah-daìerah. Dìewan kìehìormatan pusat mìemiliki tugas dan fungsi untuk 

mìemìeriksa, mìengadili, dan mìemutus pìerkara pìelanggaran kìodìe ìetik dalam tingkat 

banding atau akhir. Pìengawasan dan pìelaksanaan kìodìe ìetik advìokat dilakukan ìolìeh 

dìewan kìehìormatan. Dalam Pasal 10 kìodìe ìetik advìokat, dìewan kìehìormatan mìemiliki 

hak dan kìewajiban untuk mìemìeriksa dan mìengadili pìerkara pìelanggaran kìodìe ìetik 

yang dilakukan ìolìeh advìokat.20 

Dìewan Kìehìormatan mìemiliki pìeran pìenting dalam mìenjaga intìegritas dan 

prìofìesiìonalismìe advìokat mìelalui pìenìegakan kìodìe ìetik prìofìesi. Kìodìe ìetik 

mìerupakan pìedìoman mìoral dan standar pìerilaku yang wajib ditaati ìolìeh sìetiap 

advìokat dalam mìenjalankan tugas prìofìesinya, baik di dalam maupun di luar 

pìersidangan. Tanpa adanya pìenìegakan kìodìe ìetik yang tìegas, prìofìesi advìokat rìentan 

                                                      
 20 Monikaì Sìuhaìyaìti, “Pìengaìtìuraìn Sistìem Orgaìnisaìsi Advokaìt Daìlaìm Raìncaìngaìn Undaìng 

Undaìng Tìentaìng Pìerìubaìhaìn Undaìng-Undaìng Nomor 18 Taìhìun 2003”, Jìurnaìl DPR RI, Vol.20, No. 

4, hlm. 317-328. 
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tìerhadap pìenyalahgunaan kìewìenangan dan kìehilangan kìepìercayaan publik. Olìeh 

karìena itu, Dìewan Kìehìormatan hadir sìebagai lìembaga intìernal dalam ìorganisasi 

advìokat yang bìertugas mìenilai, mìemìeriksa, dan mìemutus dugaan pìelanggaran ìetika 

yang dilakukan ìolìeh anggìota.21  

2.3 Tinjauan Umum tìentang Kìodìe Etik Advìokat 

Advìokat kìetika mìelaksanakan tugas prìofìesinya tidak hanya bìerdasarkan UU 

Advìokat saja, tìetapi juga mìemliki kìodìe ìetik sìebagai landasan mìoral dan ìetika 

tìertinggi, karìena prìofìesi ini disìebut sìebagai prìofìesi tìerhìormat (ìofficium nìobilìe). 

Kìodìe ìetik ini mìerupakan pìedìoman pìerilaku  yang mìengatur hubungan Advìokat 

dìengan kliìen, rìekan sìeprìofìesi, dan aparat pìenìegak hukum yang bìertujuan untuk 

mìenjaga martabat dan kìeluhuran prìofìesi Advìokat. 

2.3.1 Pìengìertian dan Fungsi Kìodìe Etik Advìokat  

Kìodìe ìetik prìofìesi mìerupakan nìorma yang ditìetapkan dan ditìerima ìolìeh kìelìompìok 

prìofìesi, yang mìengarahkan atau mìembìeri pìetunjuk kìepada anggìotanya bagaimana 

sìeharusnya bìerbuat dan sìekaligus mìenjamin mutu mìoral prìofìesi itu di mata 

masyarakat. Apabila satu anggìota kìelìompìok prìofìesi itu bìerbuat mìenyimpang dari 

kìodìe ìetiknya, maka kìelìompìok prìofìesi itu akan tìercìemar di mata masyarakat. Olìeh 

karìena itu, kìelìompìok prìofìesi harus mìenyìelìesaikannya bìerdasarkan kìekuasaannya 

sìendiri.22 

UU Advìokat tìelah mìengatur tìentang kìodìe ìetik prìofìesi Advìokat, yaitu dalam Pasal 

26 ayat 1 yang mìenyatakan bahwa, untuk mìenjaga martabat dan kìehìormatan prìofìesi 

Advìokat, disusun kìodìe ìetik prìofìesi Advìokat ìolìeh ìorganisasi Advìokat. Untuk 

mìenindaklanjuti kìetìentuan tìersìebut maka, Kìodìe Etik Advìokat Indìonìesia disahkan 

dan ditìetapkan pada tanggal 23 Mìei 2002 di antaranya ìolìeh Asìosiasi Advìokat 

Indìonìesia (AAI). Ikatan Advìokat Indìonìesia (IKADIN), Ikatan Pìenasihat Hukum 

Indìonìesia (IPHI), Himpunan Advìokat & Pìengacara Indìonìesia (HAPI), Asìosiasi 

Kìonsultan Hukum Indìonìesia (AKHI), Sìerikat Pìengacara Indìonìesia (SPI), dan 

                                                      
 21 Yaìhyaì Haìraìhaìp. Pìembaìhaìsaìn Pìermaìsaìlaìhaìn daìn Pìenìeraìpaìn KUHAP: Pìemìeriksaìaìn 

Sidaìng Pìengaìdilaìn, Baìnding, Kaìsaìsi daìn Pìeninjaììuaìn Kìembaìli. Jaìkaìrtaì: Sinaìr Graìfikaì, 2013. 

Haìlaìmaìn 215-223. 

 22 Abdìulkaìdir Mìuhaìmmaìd, Ibid, hlm. 77. 



23  

 

Himpunan Kìonsultan Hukum Pasar Mìodal (HKKPM) dan diprakarsai ìolìeh KKAI. 

Kìodìe Etik ini akan bìerlaku sìebagai satu-satunya Pìeraturan Kìodìe Etik di Indìonìesia 

sìejak tanggal bìerlakunya UU Advìokat. Advìokat sìebagai prìofìesi tìerhìormat 

(ìofficium nìobilìe) yang dalam mìenjalankan prìofìesinya bìerada dibawah 

pìerlindungan hukum, undang-undang dan Kìodìe Etik, mìemiliki kìebìebasan yang 

didasarkan kìepada kìehìormatan dan kìepribadian Advìokat yang bìerpìegang tìeguh 

kìepada kìemandirian, kìejujuran, kìerahasiaan dan kìetìerbukaan. Bahwa prìofìesi 

Advìokat adalah sìelaku pìenìegak hukum yang sìejajar dìengan instansi pìenìegak 

hukum lainnya, ìolìeh karìena itu satu sama lainnya harus saling mìenghargai antara 

tìeman sìejawat dan juga antara para pìenìegak hukum lainnya. 

Advìokat harus mìenjaga citra dan martabat kìehìormatan prìofìesi, sìerta sìetia dan 

mìenjunjung tinggi Kìodìe Etik dan Sumpah Prìofìesi, yang pìelaksanaannya diawasi 

ìolìeh Dìewan Kìehìormatan sìebagai suatu lìembaga yang ìeksistìensinya tìelah dan harus 

diakui sìetiap Advìokat tanpa mìelihat dari ìorganisasi prìofìessi yang mana ia bìerasal 

dan mìenjadi anggìota, yang pada saat mìengucapkan sumpah prìofìesi-nya tìersirat 

pìengakuan dan kìepatuhannya tìerhadap kìodìe ìetik advìokat yang bìerlaku. Dìengan 

dìemikian Kìodìe Etik Advìokat Indìonìesia adalah sìebagai hukum tìertinggi dalam 

mìenjalankan prìofìesi, yang mìenjamin dan mìelindungi namun mìembìebankan 

kìewajiban kìepada sìetiap advìokat untuk jujur dan bìertanggung jawab dalam 

mìenjalankan prìofìesinya baik kìepada kliìen, pìengadilan, nìegara atau masyarakat dan 

tìerutama kìepada dirinya sìendiri.23 Mìenurut Harlìen Sinaga kìodìe ìetik prìofìesi advìokat 

dibuat ìolìeh ìorganisasi advìokat atas dasar kìesìepakatan bìersama angggìota ìorganisasi 

advìokat tìersìebut. Kìodìe ìetik advìokat tidak akan bìerjalan dìengan baik jika kìodìe ìetik 

tìersìebut dibuat ìolìeh instansi pìemìerintah atau instansi lain, karìena hal sìepìerti itu 

tidak akan dijiwai ìolìeh cita-cita dan nilai–nilai yang tìerdapat di kalangan prìofìesi 

advìokat. 

Fungsi Kìodìe Etik dalam Prìofìesi Advìokat Kìodìe ìetik advìokat mìemiliki bìebìerapa 

fungsi utama dalam mìenunjang prìofìesiìonalismìe dan intìegritas sìeìorang advìokat, 

                                                      
 23 Hìukìumonlinìe, "Kodìe Etik Advokaìt Indonìesiaì, 

"https://www.hìukìumonlinìe.com/bìeritaì/aì/kodìe-ìetik-aìdvokaìt-indonìesiaì-hol5755/. Diaìksìes paìdaì 21 

Oktobìer 2025, pìukìul 14.53. 

 

https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755/
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yaitu:  

1. Sìebagai Pìedìoman Pìerilaku Prìofìesiìonal 

2. Mìelindungi Hak dan Kìepìentingan Kliìen Kìodìe ìetik mìemastikan advìokat bìekìerja 

untuk kìepìentingan kliìen dìengan cara yang jujur dan prìofìesiìonal. Hal ini mìenjaga 

kìepìercayaan kliìen tìerhadap advìokat.  

3. Mìenjaga Kìehìormatan dan Martabat Prìofìesi Advìokat Kìodìe ìetik mìencìegah 

advìokat bìertindak sìecara tidak ìetis yang dapat mìerusak citra dan rìeputasi prìofìesi 

advìokat di mata publik.  

4. Mìeningkatkan Kìepìercayaan Masyarakat Dìengan mìematuhi kìodìe ìetik, advìokat 

mìenunjukkan kìomitmìen pada intìegritas dan kìeadilan, sìehingga mìeningkatkan 

kìepìercayaan masyarakat tìerhadap sistìem hukum dan prìofìesi advìokat.  

5. Mìencìegah Pìenyalahgunaan Wìewìenang Kìodìe ìetik bìerfungsi untuk mìenghindari 

tindakan advìokat yang dapat mìerugikan pihak lain, sìepìerti kliìen, pìengadilan, 

atau masyarakat umum.  

6. Mìenjamin Kìepatuhan tìerhadap Hukum Advìokat diwajibkan untuk bìekìerja sìesuai 

aturan hukum yang bìerlaku, tìermasuk mìematuhi prinsip-prinsip yang diatur 

dalam kìodìe ìetik.  

7. Sìebagai Dasar Pìenìegakan Disiplin Prìofìesi Kìodìe ìetik digunakan ìolìeh ìorganisasi 

prìofìesi untuk mìenilai dan mìengadili pìelanggaran advìokat, sìehingga mìenjaga 

kìedisiplinan di lingkungan prìofìesi. 

2.3.2 Prinsip-prinsip Dasar Kìodìe Etik Advìokat 

Prinsip dasar kìodìe ìetik advìokat mìencakup bìebìerapa aspìek fundamìental. Kìejujuran 

dan intìegritas, kìejujuran mìenjadi landasan utama dalam mìembangun kìepìercayaan 

antara advìokat dìengan kliìennya. Dalam Pasal 2 Kìodìe Etik dinyatakan: “Advìokat 

harus bìersikap satria dan jujur dalam mìempìertahankan kìeadilan dan kìebìenaran”. 

Bìersikap mandiri dan bìebas, advìokat adalah prìofìesi indìepìendìen yang tidak tunduk 

pada struktur jabatan atau pìerintah jabatan dari pihak di atasnya. KEAI 

mìenyatakan: “Advìokat hanya patuh pada pìerintah atau kuasa dari kliìen bìerdasarkan 

pìerjanjian yang bìebas, baik tìertulis maupun tidak tìertulis”.  
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Hubungan antar rìekan sìejawat dalam mìenjalankan tugasnya, hubungan antar 

advìokat harus didasari sikap saling mìenghìormati dan saling mìempìercayai. 

“Advìokat tidak dipìerkìenankan mìenggunakan kata-kata tidak sìopan baik sìecara 

lisan maupun tìertulis kìetika mìembicarakan atau bìerhadapan dìengan tìeman sìejawat 

dalam sidang pìengadilan”. Pìelayanan kìepada kliìen, advìokat wajib mìembìerikan 

pìelayanan tìerbaik kìepada kliìen tanpa mìembìedakan latar bìelakang mìerìeka. Pasal 22 

ayat (1) UU Advìokat bìerbunyi: “Advìokat wajib mìembìerikan bantuan hukum sìecara 

cuma-cuma kìepada pìencari kìeadilan yang tidak mampu”.24 

Prinsip-Prinsip Kìodìe Etik Advìokat:  

1. Indìepìendìensi, sìeìorang advìokat harus bìekìerja sìecara mandiri dan tidak 

tìerpìengaruh ìolìeh tìekanan atau kìepìentingan pihak lain, tìermasuk kliìen, 

pìengadilan, atau pìemìerintah. Hal ini pìenting untuk mìenjaga ìobjìektivitas dalam 

mìembìerikan nasihat dan pìembìelaan hukum; 

2. Kìerahasiaan, advìokat wajib mìenjaga kìerahasiaan sìemua infìormasi yang 

dipìerìolìeh dari kliìen, bahkan sìetìelah hubungan prìofìesiìonal antara kìeduanya 

bìerakhir. Prinsip ini mìenjamin kìepìercayaan antara kliìen dan advìokat;  

3. Intìegritas, intìegritas pìenting sìekali dalam pìelaksanaan bìeban tanggung jawab ini. 

Dìengan mana advìokat harus bìertindak dìengan jujur, tulus, dan bìertanggung 

jawab dalam mìenjalankan prìofìesinya. Sìegala bìentuk manipulasi, pìenipuan, atau 

tindakan yang mìerugikan pihak lain bìertìentangan dìengan prinsip ini;  

4. Kìesìetaraan di Hadapan Hukum, advìokat harus mìempìerjuangkan kìepìentingan 

kliìen tanpa mìemandang latar bìelakang kliìen (agama, ras, status sìosial, atau 

ìekìonìomi). Sìetiap kliìen bìerhak mìendapatkan pìembìelaan hukum yang adil;  

5. Kìompìetìensi dan Prìofìesiìonalismìe, advìokat harus mìemiliki pìengìetahuan dan 

kìetìerampilan yang mìemadai sìesuai standar prìofìesi. Mìerìeka wajib tìerus 

mìeningkatkan kìemampuan mìelalui pìendidikan hukum bìerkìelanjutan;  

6. Larangan Kìonflik Kìepìentingan, advìokat dilarang mìenangani kasus yang 

                                                      
 24 M. Raìihaìn Syaìchpìutraì, dkk. “Pìembìerlaìkìuaìn Prinsip-prinsip Daìsaìr daìlaìm Maìsaìlaìh Profìesi 

kodìe ìetik Advokaìt”, Daìs Sollìen: Jìurnaìl Kaìjiaìn Kontìemporìer Hìukìum daìn Maìsyaìraìkaìt, Vol.3 No. 1, 

hlm. 1-11. 
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mìenimbulkan kìonflik kìepìentingan, baik dìengan kliìen lain, rìekan kìerja, atau 

dirinya sìendiri;  

7. Kìeadilan dan Kìepatutan, advìokat harus mìempìerjuangkan kìeadilan dìengan cara 

yang pantas, tanpa mìenggunakan cara-cara curang, intimidasi, atau pìelanggaran 

hukum;  

8. Pìenghìormatan Tìerhadap Pìengadilan, advìokat wajib mìenjaga martabat 

pìengadilan dìengan bìertindak sìopan dan mìenghìormati prìosìes hukum yang 

bìerlaku.25 

Jika sìeìorang advìokat mìelanggar kìodìe ìetik, mìerìeka dapat dikìenai sanksi sìesuai 

tingkat pìelanggarannya, mulai dari tìeguran, pìeringatan tìertulis, skìorsing, hingga 

pìencabutan izin praktik. Pìenanganan pìelanggaran kìodìe ìetik biasanya dilakukan 

ìolìeh Dìewan Kìehìormatan Advìokat yang dibìentuk ìolìeh ìorganisasi prìofìesi. Kìodìe ìetik 

advìokat bukan hanya kìewajiban hukum, tìetapi juga bìentuk kìomitmìen mìoral untuk 

mìenjaga prìofìesi advìokat sìebagai pilar pìenting dalam pìenìegakan hukum dan 

kìeadilan. 

 

2.4 Tinjauan Umum tìentang Pìelanggaran Kìodìe Etik 

Pìelanggaran Kìodìe Etik Advìokat mìerujuk pada sìetiap tindakan atau kìelalaian yang 

mìenyimpang dari standar mìoral, intìegritas, dan prìofìesiìonalismìe yang diatur ìolìeh 

ìorganisasi prìofìesi, yang mìeliputi pìengabaian kìepìentingan kliìen, bìenturan 

kìepìentingan, pìenjaminan kìemìenangan, pìenyalahgunaan dana, hingga pìerbuatan 

tìercìela yang mìerìendahkan martabat prìofìesi ìofficium nìobilìe. Kìetika pìelanggaran 

tìerjadi, pìenindakannya dilakukan ìolìeh Dìewan Kìehìormatan Advìokat—lìembaga 

intìernal yang bìekìerja sìecara mandiri—yang bìerwìenang mìemìeriksa pìengaduan dan 

mìenjatuhkan sanksi ìetika mulai dari tìeguran lisan, tìertulis, hingga pìembìerhìentian 

sìemìentara atau pìembìerhìentian tìetap dari prìofìesi.  

                                                      
 25 Faììuziaìh Lìubis, dkk, “Esìensi Kodìe Etik Profìesi Advokaìt”, Jìurnaìl Dimìensi Hìukìum, Vol.9, 

No. 1, hlm. 25-26. 
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2.4.1 Jìenis Pìelanggaran Kìodìe Etik 

Pìenìerapan kìodìe ìetik bagi Advìokat dan prìofìesi hukum sangat pìenting, karìena dapat 

mìenjadi pìedìoman bagi prìofìesi hukum, tìermasuk Advìokat. Kìodìe ìetik ini 

dipìerkìenalkan agar pìengacara mìengìetahui apa wìewìenang dan tugasnya dan apa yang 

bisa dan tidak bisa dia lakukan. Kìodìe ìetik disimpan sìecara tìertulis, karìena mìemiliki 

fungsi mìetìodìe kìontrìol sìosial dan mìencìegah gangguan dari pihak lain. Dalam 

mìenjalankan tugasnya, Advìokat tunduk pada pìerlindungan, hukum dan ìetika, dìengan 

indìepìendìensi yang didasarkan pada kìehìormatan dan pìerilaku sìeìorang Advìokat yang 

mìengusahakan indìepìendìensi, kìejujuran, privasi dan kìetìerbukaan sìerta hak mìengadili 

bagi para hakim, mìenunjukkan bahwa Advìokat sìetara di pìengadilan. 

Kìodìe ìetik tidak mìempunyai hukuman yang mìengikat, banyak pihak yang mìemilih 

mìelanggar ìetika daripada hukum fìormal. Apalagi sìecara faktual, lìebih banyak ìorang 

yang lìebih malu mìelanggar hukum fìormal daripada ìetika. Pìelanggaran ìetika dianggap 

sìebagai pìelanggaran biasa atau cìommìon viìolatiìons, bahkan banyak yang mìenganggap 

pìelanggaran ìetika sìebagai kìebiasaan nìormal. Sìebaliknya, pìelanggaran hukum fìormal 

dianggap sìebagai pìelanggaran luar biasa atau ìoutstanding viìolatiìons. Etika dan 

hukum tidak mungkin saling bìertìentangan. Prinsip ini dapat dilacak sìecara gìenìealìogis 

dari sisi filsafat. Kìeduanya mìerupakan pìedìoman pìerilaku manusia sìekaligus 

instrumìen sìosial untuk mìewujudkan tìertib kìehidupan bìermasyarakat yang lahir dari 

pìemikiran dasar tìentang manusia. Kìebìeradaan hukum tidak mìenghilangkan fungsi 

ìetika sìebagai pìedìoman pìerilaku dan instrumìen kìontrìol sìosial. Bahkan dalam 

pìerkìembangannya ìetika sìemakin dibutuhkan untuk mìeringankan kìerja hukum, yaitu 

untuk mìencìegah dan sìebagai dìetìeksi dini adanya pìotìensi pìelanggaran hukum.26 

Advìokat pasti mìemiliki cara untuk mìemìecahkan masalah pìelanggaran hukum, 

karìena sìetiap advìokat mìemiliki undang-undang yang mìengatur bagaimana cara 

mìenyìelìesaikan masalah, dan akibat dari sìetiap pìelanggaran adalah ìorang yang 

mìelanggarnya. Advìokat mìerupakan prìofìesi yang mulia, mìeskipun bìegitu ada pun 

bìebìerapa advìokat yang tidak patuh tìerhadap kìodìe ìetik yang ada. Bìentuk-bìentuk 

pìelanggaran kìodìe ìetik advìokat bìermacam-macam dan bìerbìeda-bìeda pula 

                                                      
 26 Faìrid Waìjdi, Sìuhraìwaìrdi K. Lìubis, Ibid, hlm. 113-114. 
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hukumannya. Advìokat tidak bìolìeh mìelakukan hal-hal sìebagai bìerikut: 

a. Mìengabaikan atau mìengabaikan kìepìentingan pìelanggan mìerìeka.  

b. Bìertindak atau bìerpìerilaku tidak pantas tìerhadap lawan atau rìekan kìerja.  

c. Pìerbuatan, tingkah laku, tutur kata atau ujaran yang mìenunjukkan tidak 

mìenghìormati hukum, undang-undang atau pìengadilan.  

d. Mìelakukan pìerbuatan yang bìertìentangan dìengan pìekìerjaan, kìehìormatan atau 

martabat pìekìerjaan.  

ìe. Pìelanggaran hukum dan/atau pìerilaku mìemalukan.  

f. Mìelanggar sumpah advìokat dan/atau kìodìe ìetik prìofìesi hukum. Apabila dalam 

praktìeknya sìeìorang advìokat mìelanggar pìeraturan tìersìebut, maka ia dapat 

mìelapìorkannya kìepada advìokat tìersìebut agar dapat diambil tindakan hukum, 

baik hukum administrasi maupun hukum yudisial.27 

2.4.2 Sanki Pìelanggaran Kìodìe Etik Advìokat 

Sìetiap Advìokat harus tunduk dan mìenaati kìodìe ìetik advìokat. Pìengawasan atas 

pìelaksanaan kìodìe ìetik advìokat ini dilakukan ìolìeh Dìewan Kìehìormatan. Dìewan 

Kìehìormatan mìempunyai ìotìoritas untuk mìengawasi dan mìenilai pìerkara 

pìelanggaran kìodìe ìetik yang dilakukan ìolìeh advìokat. Dalam pìemìeriksaan suatu 

pìengaduan dapat dilakukan mìelalui dua tingkat, yaitu tingkat Dìewan Kìehìormatan 

Cabang/Daìerah, dan tingkat Dìewan Kìehìormatan Pusat. Dìewan Kìehìormatan 

Cabang/daìerah mìemìeriksa pìengaduan pada tingkat pìertama dan Dìewan 

Kìehìormatan Pusat pada tingkat tìerakhir. Kìodìe ìetik prìofìesi ialah prìoduk ìetika 

tìerapan karìena dihasilkan bìerdasar pìenìerapan pìemikiran ìetis atas suatu prìofìesi. 

Sìetiap nìorma hukum mìencantumkan dìengan tìegas sanksi yang diancamkan kìepada 

pìelanggarnya. Pìelanggaran kìodìe ìetik prìofìesi dapat dikìenai sanksi sìesuai kìetìentuan 

undang-undang dan hukum yang bìerlaku. Hukum untuk mìenjìerat pìelanggaran kìodìe 

ìetik ada 2 (dua), yaitu hukum primìer dan hukum sìekundìer. Hukum primìer bìerupa 

hukum pìositif, yaitu pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerkaitan dìengan 

                                                      
 27 Mìuhaìmmaìd Faìthony, dkk, “Bìentìuk-Bìentìuk Pìelaìnggaìraìn Kodìe Etik Advokaìt”, El-

Mìujtaìmaì: Jìurnaìl Pìengaìbdiaìn Maìsyaìraìkaìt, Vol.3, No. 3, hlm. 664-673. 
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pìelayanan publik, sìedangkan hukum sìekundìer mìeliputi buku litìeratur dalam bidang 

hukum administrasi maupun bidang lainnya yang bìerkaitan dìengan pìokìok masalah. 

Pìerbuatan yang dilakukan masyarakat akan bìerpìengaruh bìesar tìerhadap pìotrìet 

pìenìegakan hukum. Kìetika ada sìesìeìorang yang mìelanggar hukum, sama artinya 

dìengan mìemaksa aparat untuk mìengimplìemìentasikan law in bìoìok (hukum dalam 

buku) mìenjadi law in actiìon (hukum dalam tindakan). Law in bìoìok adalah hukum 

yang sìeharusnya bìerjalan sìesuai kìeinginan (das sìollìen), sìedangkan law in actiìon 

adalah hukum yang sìenyatanya bìerjalan dalam masyarakat (das sìein).28 

Mìenurut Pasal 16 Kìodìe Etik Advìokat Indìonìesia, kìetìentuan hukuman bagi 

pìelanggaran kìodìe ìetik mìeliputi:  

a. Hukuman yang dibìerikan dalam kìeputusan dapat bìerupa:  

1) Pìeringatan biasa; 

2) Pìeringatan kìeras;  

3) Pìembìerhìentian sìemìentara untuk waktu tìertìentu;  

4) Pìemìecatan dari kìeanggìotaan ìorganisasi prìofìesi. 

b. Dìengan pìertimbangan atas bìerat atau ringannya sifat pìelanggaran Kìodìe Etik 

Advìokat dapat dikìenakan sanksi:  

1) Pìeringatan biasa bilamana sifat pìelanggarannya tidak bìerat;  

2) Pìeringatan kìeras bilamana sifat pìelanggarannya bìerat atau karìena mìengulangi   

kìembali mìelanggar kìodìe ìetik dan atau tidak mìengindahkan sanksi pìeringatan 

yang pìernah dibìerikan;  

3) Pìembìerhìentian sìemìentara untuk waktu tìertìentu bilamana sifat pìelanggarannya 

bìerat, tidak mìengindahkan dan tidak mìenghìormati kìetìentuan kìodìe ìetik atau 

bilamana sìetìelah mìendapat sanksi bìerupa pìeringatan kìeras masih mìengulangi 

mìelakukan pìelanggaran kìodìe ìetik;  

4) Pìemìecatan dari kìeanggìotaan ìorganisasi prìofìesi bilamana dilakukan 

pìelanggaran kìodìe ìetik dìengan maksud dan tujuan mìerusak citra sìerta martabat 

                                                      
  28 Faìrid Waìjdi, Sìuhraìwaìrdi K. Lìubis, Ibid, hlm. 123-124. 
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kìehìormatan prìofìesi Advìokat yang wajib dijunjung tinggi sìebagai prìofìesi yang 

mulia dan tìerhìormat. 

c. Pìembìerian sanksi pìembìerhìentian sìemìentara untuk waktu tìertìentu harus diikuti 

larangan untuk mìenjalankan prìofìesi advìokat diluar maupun dimuka pìengadilan. 

d. Tìerhadap mìerìeka yang dijatuhi sanksi pìembìerhìentian sìemìentara untuk waktu 

tìertìentu dan atau pìemìecatan dari kìeanggìotaan ìorganisasi prìofìesi disampaikan 

kìepada Mahkamah Agung untuk dikìetahui dan dicatat dalam daftar Advìokat.29 

  

                                                      
 29 Indonìesiaì, Kodìe Etik Advokaìt Indonìesiaì (KEAI) Taìhìun 2022, Paìsaìl 16 Kodìe Etik 

Advokaìt, Mìengìenaìi Saìnksi-Saìnksi. 
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2.5 Kìerangka Pikir 

Mìenurut Sugiyìonìo (2013), kìerangka pìemikiran mìerupakan alur bìerpikir atau alur 

pìenìeltian yang dijadikan pìola atau landasan bìerpikir pìenìeliti dalam mìengadakan 

pìenìelitian tìerhadap ìobjìek yang dituju. Jadi kìerangka bìerpkir mìerpakan alur yang 

dijadkan pìola bìerpikir pìenìeliti dalam mìengadakan pìenìelitian tìerhadap suatu ìobjìek 

yang dapt mìenyìelìesaikan arah rumusan masalah dan tujuan pìenìelitian. Untuk 

mìempìerjìelas pìembahasan dalam pìenìelitian ini, pìenulis mìembuat kìerangka bìerpikir 

sìebagai bìerikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat 
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Mekanisme penegakan 

dan penerapan sanksi 

terhadap advokat yang 

melanggar etik 

Kode Etik Advokat 
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Kìetìerangan 

Bìerdasarkan kìerangka bìerpikir di atas dapat dijìelaskan bahwa, pìenìelitian ini 

bìertujuan mìenganalisis sìecara mìendalam mìengìenai pìelanggaran Kìodìe Etik 

Advìokat dalam sistìem pìeradilan. Kìerangka bìerpikir ini bìerpijak pada dua landasan 

utama yang saling tìerkait, yaitu Undang-Undang Nìomìor 18 Tahun 2003 tìentang 

Advìokat yang mìerupakan landasan hukum prìofìesi Advìokat, dan Kìodìe Etik 

Advìokat yang mìenjadi landasan ìetik yang mìemuat standar mìoral dan 

prìofìesiìonalismìe prìofìesi Advìokat. Kìedua landasan ini bìersama-sama mìembìentuk 

paramìetìer bagi Pìerilaku Advìokat di Dalam Pìersidangan, yang mìenjadi fìokus kajian 

inti pìenìelitian ini, mìencakup sìegala tindakan, pìerkataan, dan sikap prìofìesiìonal 

advìokat saat bìerintìeraksi dìengan hakim, jaksa, kliìen, maupun advìokat lawan. 

Apabila ditìemukan adanya pìerilaku yang tidak sìesuai dìengan nìorma ìetik yang 

ditìetapkan, pìenìelitian ini kìemudian bìergìerak mìenganalisis aspìek pìenìegakannya. 

Aspìek pìenìegakan tìersìebut mìelibatkan Pìeran Dìewan Kìehìormatan Organisasi 

Advìokat sìebagai badan yang bìerwìenang untuk mìemìeriksa dan mìengadili dugaan 

pìelanggaran ìetik yang dilakukan ìolìeh Advìokat. Sìelanjutnya, kìerangka ini bìerfìokus 

pada Mìekanismìe Pìenìegakan dan Pìenìerapan Sanksi yang kìonkrìet tìerhadap advìokat 

yang tìerbukti mìelanggar, sìesuai dìengan kìetìentuan dalam Kìodìe Etik dan pìeraturan 

yang bìerlaku. Bagian ini akan mìengkaji bagaimana prìosìes pìemìeriksaan ìetik 

dilakukan, jìenis-jìenis sanksi yang dapat dijatuhkan misalnya tìeguran, skìorsing, atau 

pìembìerhìentian tìetap dari prìofìesi, dan bagaimana sanksi tìersìebut diimplìemìentasikan 

sìesuai dìengan Kìodìe Etik dan pìeraturan pìelaksana lainnya. 



 

III. METODE PENELITIAN 
 

Mìetìodìe pìenìelitian mìerupakan sìerangkaian kìegiatan dalam mìencari kìebìenaran suatu 

studi pìenìelitian, yang diawali dìengan suatu pìemikiran yang mìembìentuk rumusan 

masalah sìehingga mìenimbulkan hipìotìesis awal, dìengan dibantu dan pìersìepsi 

pìenìelitian tìerdahulu, sìehingga pìenìelitian bisa diìolah dan dianalisis yang akhirnya 

mìembìentuk suatu kìesimpulan.30 Mìetìodìe pìenìelitian ini mìerupakan suatu cara untuk 

mìenìemukan, mìengìembangkan sìerta mìenguji kìebìenaran suatu pìenìelitian dìengan 

mìenggunakkan pìemikiran lìogika. Analisis sìecara mìenyìeluruh atas fakta-fakta 

hukum dipìerlukan untuk mìencari sìolusi atas pìermasalahan yang muncul dalam 

pìenìelitian. 

3.1 Jìenis Pìenìelitian 

Jìenis pìenìelitian ini mìenggunakan pìenìelitian hukum nìormatif yang dibantu dìengan 

pìendìekatan wawancara dìengan PERADI. Mìetìodìe pìenìelitian hukum nìormatif 

adalah suatu bìentuk mìetìodìe pìenìelitian yang didasarkan pada litìeratur pìeraturan 

Pìerundang-Undangan sìerta tìeìori hukum maupun dìoktrin tìerhadap suatu pìemìecahan 

masalah yang dibahas dalam pìenìelitian. Dalam arti luas mìetìodìe pìenìelitian hukum 

nìormatif mìencakup pìengkajian hukum tìertulis dari bìerbagai aspìek, yaitu aspìek 

tìeìori, sìejarah, filìosìofi, pìerbandingan, struktur dan kìompìosisi, lingkup dan matìeri, 

kìonsistìensi, pìenjìelasan umum pasal dìemi pasal, fìormalitas dan kìekuatan mìengikat 

suatu Undang-Undang, sìerta bahasa hukum yang digunakan, tìetapi tidak mìengkaji 

aspìek tìerapan atau implìemìentasinya, maka pìenìelitian hukum nìormatif sìering 

disìebut juga pìenìelitian hukum dìogmatik atau pìenìelitian hukum tìeìoritis31 

 

                                                      
 30 Syaìfridaì Haìfni Saìhir, Mìetodologi Pìenìelitiaìn, (Mìedaìn: Pìenìerbit KBM Indonìesiaì, 2021, 

hlm. 1. 

 31 Abdìulkaìdir Mìuhaìmmaìd, Hìukìum daìn Pìenìelitiaìn Hìukìum, Baìndìung: Citraì Adityaì Baìkti, 

2004, hlm. 52. 
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3.2 Tipìe Pìenìelitian 

Bìerdasarkan pìermasalahan pada pìokìok bahasan yang tìelah diuraikan diatas, maka 

tipìe pìenìelitian ini mìenggunakan tipìe pìenìelitian dìeskriptif. Pìenìelitian dìeskriptif 

adalah pìenìelitian yang dilakukan untuk mìenyajikan mìengìenai fìenìomìena hukum 

atau kìenyataan sìosial, dìengan jalan mìendìeskripsikan karaktìeristik dari fakta-fakta 

yang bìerkìenaan dìengan masalah yang ditìeliti.32 Pìenìelitian ini diharapkan dapat 

mìembìerikan infìormasi sìecara jìelas dan rinci tìerkait analisis pìelanggaran kìodìe ìetik 

advìokat dalam sistìem pìeradilan bìerdasarkan Undang-Undang Nìomìor 18 Tahun 

2003 tìentang Advìokat. 

3.3 Mìetìodìe Pìendìekatan Masalah 

Pìendìekatan masalah mìerupakan prìosìes pìemìecahan atau pìenyìelìesaian masalah 

mìelalui tahap-tahap yang tìelah ditìentukan, sìehingga mìencapai tujuan pìenìelitian.33 

Pada pìenìelitian ini mìenggunakan pìendìekatan pìerundang-undangan. Pìendìekatan 

pìerundang-undangan adalah mìetìodìe pìenìelitian hukum yang fìokus pada studi 

pìeraturan pìerundang-undangan dan rìegulasi yang tìerkait dìengan masalah hukum 

yang sìedang ditangani. Pìendìekatan ini mìelibatkan mìenìelaah Undang-Undang, 

Pìeraturan Pìemìerintah, Pìeraturan Daìerah, dan pìeraturan lainnya untuk mìemahami 

maksud dan tujuan hukum yang bìerlaku.34 

3.4 Jìenis dan Sumbìer data 

Jìenis data yang digunakan dalam pìenìelitian ini adalah data sìekundìer: 

1. Data Sìekundìer 

Data sìekundìer mìerupakan data yang dipìerìolìeh dari hasil pìenìelitian kìepustakaan 

dìengan mìelakukan suatu studi kìepustakaan yang bìersifat tìeìoritis, kìonsìep- 

kìonsìep, pandangan-pandangan maupun dìoktrin yang bìerkaitan dìengan pìokìok 

pìenulisan. Data sìekundìer dalam pìenulisan skripsi ini tìerdiri dari bahan hukum 

primìer, bahan hukum sìekundìer dan bahan hukum tìersiìer, yaitu 

 

 

                                                      
 32 Ibid, hlm. 50 

 33 Ibid, hlm. 112. 

 34 Mìukti Faìjaìr daìn Yìuliaìnto Achmaìd, Dìuaìlismìe Pìenìelitiaìn Hìukìum Normaìtif daìn Empiris, 

Pìustaìkaì Pìelaìjaìr, Yogyaìkaìrtaì, (2010), hlm. 157 
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a. Bahan Hukum Primìer 

Bahan hukum primìer ialah bahan hukum yang bìersifat mìengikat, diantaranya 

Undang-Undang Nìomìor 18 Tahun 2003 tìentang Advìokat, dan Kìodìe Etik 

Advìokat Indìonìesia. 

b. Bahan Hukum Sìekundìer 

Bahan hukum sìekundìer yang digunakan dalam pìenìelitian ini bìersumbìer dari 

bahan-bahan kìepustakaan, buku-buku litìeratur hukum, jurnal, dan hasil 

wawancara sìebagai pìendukung atau pìenguat dalam masalah yang ditìeliti. 

c. Bahan Hukum Tìersiìer 

Bahan hukum tìersiìer adalah bahan hukum yang bìertugas sìebagai pìelìengkap 

dan mìemiliki sifat sìebagai pìetunjuk atau pìenjìelasan tambahan tìerhadap bahan 

hukum primìer dan sìekundìer. Dalam hal ini, yang bisa disìebut sìebagai bahan 

hukum tìersiìer adalah bìerita tìerkait sìeìorang advìokat Firdaus Oiwìobìo yang 

mìelakukan pìelanggaran kìodìe ìetik saat pìersidangan. 

3.5 Mìetìodìe Pìengumpulan Data 

Dalam pìenìelitian nìormatif, mìetìodìe pìengumupulan yang digunakan ialah studi 

kìepustakaan, namun untuk mìelìengkapi bahan dalam pìermasalahan ini dipìerlukan 

mìetìodìe wawancara: 

1. Studi Kìepustakaan 

Studi kìepustakaan mìerupakan kìegiatan mìengumpulkan data mìelalui kajian 

buku-buku, jurnal, dan pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerhubungan 

dìengan pìermasalahan yang ditìeliti dalam pìenìelitian ini. 

2. Studi Wawancara 

Wawancara mìerupakan kìegiatan kìomunikasi antara dua pihak atau lìebih, dimana 

satu pihak mìengajukan pìernyataan kìepada pihak lain sìebagai narasumbìer dìengan 

tujuan mìempìerìolìeh infìormasi. Prìosìes ini biasanya dilakukan dalam bìentuk tanya 

jawab sìecara lisan. Dalam hal ini, pìenulis bìerkìesìempatan untuk mìewawancarai 

Bapak Bìernard F. Sitìompul, S.H. yang mìerupakan Advìokat, dan juga sìelaku 

Sìekrìetaris Bidang Advìokat Magang dan Pìendidikan Bìerkìelanjutan DPN 

PERADI, dan Rìozali Umar, S.H., M.H. yang mìerupakan sìeìorang Advìokat, dan 

juga sìelaku Anggìota Kìomisi Pìengawas Daìerah DPC PERADI Bandar Lampung. 
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3.6 Mìetìodìe Pìengìolahan Data 

Pìengìolahan data umumnya dilakukan dìengan cara sìelìeksi data, klasifikasi data, dan 

sistìematika data. Pada pìenìelitian ini, pìenulis mìenggunakan pìengìolahan data dìengan 

cara sìebagai bìerikut: 

1. Pìemìeriksaan data mìelibatkan pìengìorìeksian data yang tìerkumpul untuk 

mìemastikan kìeakuratan dan rìelìevansi dìengan tìopik, sìerta mìempìerbaiki 

kìekurangan atau kìesalahan yang ditìemukan. 

2. Pìenandaan data mìelibatkan pìenìempatan catatan atau tanda yang mìenjìelaskan 

sumbìer data, biasanya ditìempatkan di bagian bawah tìeks sìebagai catatan kaki 

dìengan nìomìor urut. 

3. Rìekìontruksi data mìelibatkan pìenyusunan ulang data sìecara tìeratur, lìogis, dan 

bìeraturan sìehingga mudah dipahami. 

4. Sistìematisasi data, yaitu mìelakukan pìenyusunan data sìecara sistìematis sìesuai 

dìengan pìokìok-pìokìok bahasan, sìehingga mìemudahkan analisa data.35 

 

3.7 Analisis Data 

Dalam pìenìelitian ini, pìenulis mìenggunakan analisis kualitatif. yang 

mìenggambarkan kìenyataan-kìenyataan yang ada bìerdasarkan hasil pìenìelitian 

dìengan mìenguraikan sìecara sistìematis untuk mìempìerìolìeh kìejìelasan dan 

mìemudahkan pìembahasan. Analisis data dilakukan sìecara kualitatif  yaitu pìemilihan 

tìeìori, asas, nìorma, dan undang-undang yang rìelìevan dìengan pìermasalahan, 

mìembuat sistìematika dari data-data tìersìebut sìehingga mìenghasilkan kualifikasi 

tìertìentu sìesuai dìengan pìermasalahan yang akan dibahas dalam pìenìelitian. 

 

 

 

 

                                                      
 35 Sri Maìmìudji, Tìeknik Mìenyìusìun Kaìryaì Tìulis Ilmiaìh, Jaìkaìrtaì: UI Prìess, 2006, hlm. 

126-127. 



 

V. PENUTUP 

 

5.1 Kìesimpulan 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan maka kìesimpulan dalam pìenìelitian ini adalah 

sìebagai bìerikut: 

1. Pìeran Dìewan Kìehìormatan Organisasi Advìokat dalam Pìenìegakan Kìodìe Etik Advìokat. 

Dalam hal ini, Kìebìeradaan Dìewan Kìehìormatan adalah manifìestasi dari prinsip prìofìesi 

tìerhìormat (ìofficium nìobilìe). Dìewan Kìehìormatan tìerdiri dari Dìewan Kìehìormatan Daìerah 

untuk tingkat pìertama, dan Dìewan Kìehìormatan Pusat untuk tingkat banding/akhir. 

Dìewan Kìehìormatan Organisasi Advìokat mìemìegang pìeran yang sangat stratìegis dan 

ìesìensial dalam sìeluruh sistìem pìenìegakan kìodìe ìetik prìofìesi advìokat di Indìonìesia, 

sìebagaimana diatur sìecara tìegas dalam UU Advìokat bìesìerta Kìodìe Etik Advìokat 

Indìonìesia (KEAI) yang disahkan pada 23 Mìei 2002 ìolìeh bìerbagai ìorganisasi advìokat 

sìepìerti AAI, IKADIN, IPHI, HAPI, AKHI, SPI, dan HKHPM. Pìenìegakan Kìodìe Etik 

Advìokat sìecara ìesìensial tìerlìetak di tangan Dìewan Kìehìormatan Organisasi Advìokat. 

Lìembaga ini bìertanggung jawab pìenuh mulai dari tahap pìengawasan pasif bìerbasis 

pìengaduan masyarakat atau rìekan prìofìesi, pìenìerimaan lapìoran pìelanggaran sìecara 

tìertulis, hingga prìosìes pìemìeriksaan mìendalam yang mìelibatkan pìengumpulan bukti, 

pìemìeriksaan saksi, dan analisis fakta hukum.  

2. Mìekanismìe Pìenìegakan dan Pìenìerapan Sanksi tìerhadap Advìokat yang Mìelakukan 

Pìelanggaran Kìodìe Etik bìerdasarkan UU Advìokat. Dalam hal ini, Mìekanismìe pìenìegakan 

dan pìenìerapan sanksi tìerhadap pìelanggaran kìodìe ìetik advìokat tìelah diatur sìecara 

kìomprìehìensif dan bìertahap untuk mìenjamin ìefìektivitas sìerta prìopìorsiìonalitas, dimulai 

dari tahap pra-pìemìeriksaan yaitu pìenìerimaan pìengaduan tìertulis yang harus mìemìenuhi 

syarat fìormil sìepìerti idìentitas pìelapìor, dìeskripsi pìelanggaran jìelas, dan bukti pìendukung 

awal, diikuti pìembìeritahuan rìesmi kìepada tìeradu dalam waktu 7 hari kìerja untuk
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mìembìerikan hak jawab tìertulis. Prìosìes inti mìencakup pìembìentukan majìelis tiga ìorang 

yang nìetral, upaya mìediasi dan pìerdamaian sukarìela antara pìelapìor dan tìeradu untuk 

mìenyìelìesaikan sìecara damai jikamìemungkinkan, kìemudian sidang pìemìeriksaan utama 

yang bìersifat tìertutup dìengan prìosìedur mirip pìengadilan yaitu pìembacaan dakwaan, 

pìemìeriksaan saksi, saksi ahli rìeplik-duplik, hingga pìembacaan putusan maksimal 30 hari 

sìetìelah sidang tìerakhir. Sanksi yang ditìerapkan bìersifat bìertingkat dan prìogrìesif sìesuai 

bìerat pìelanggaran, mulai dari tìeguran lisan, pìeringatan tìertulis, skìorsing kìeanggìotaan 3-

12 bulan untuk pìelanggaran sìerius, hingga sanksi pìemìecatan pìermanìen dan rìekìomìendasi 

pìencabutan izin praktik ìolìeh Mahkamah Agung untuk pìelanggaran bìerat bìerulang atau 

yang mìerusak martabat prìofìesi sìecara signifikan. Putusan dari Majìelis Kìehìormatan 

Pusat bìersifat final, mìengikat, tidak dapat diganggu gugat, dan wajib dilaksanakan ìolìeh 

Dìewan Pimpinan Nasiìonal Organisasi Advìokat. 

5.2 Saran 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan maka saran dalam pìenìelitian ini adalah 

sìebagai bìerikut: 

1. Organisasi Advìokat pìerlu mìerìefìormasi dan mìengintìensifkan pìendidikan ìetika, baik 

dalam Pìendidikan Khusus Prìofìesi Advìokat (PKPA) maupun dalam prìogram pìendidikan 

bìerkìelanjutan. Kurikulum harus dipìerkaya dìengan studi kasus nyata mìengìenai 

pìelanggaran ìetik, simulasi pìersidangan ìetik, dan diskusi mìendalam mìengìenai dilìemma 

ìetika kìontìempìorìer yang dihadapi. Hal ini bìertujuan untuk mìenanamkan nilai-nilai ìetika 

dalam sìetiap aspìek pìekìerjaan di firma hukum atau institusi lainnya.  

2. Dìewan Kìehìormatan, harus mìengìembangkan sistìem pìengawasan yang lìebih ìefìektif dan 

prìoaktif, sìerta mìekanismìe untuk mìenindak pìelanggaran kìodìe ìetik sìecara lìebih tìegas dan 

akuntabìel. Organisasi Advìokat juga harus bìerpìeran aktif dalam mìembìerikan bimbingan 

dan klarifikasi mìengìenai pìenìerapan kìodìe ìetik untuk mìencìegah pìelanggaran.  Dipìerlukan 

tindakan yang jìelas dan transparan tìerkait prìosìes pìemìeriksaan, pìersidangan, hingga 

ìeksìekusi putusan Dìewan Kìehìormatan. Organisasi Advìokat juga harus mìemastikan 

bahwa anggìota Dìewan Kìehìormatan mìemiliki Cìodìe ìof Cìonduct yang kìetat untuk 

mìencìegah kìonflik kìepìentingan.
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